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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Proses Penyusunan Dokumen Kurikulum 

Penyusunan kurikulum didasarkan pada landasan filosofis yang dapat 

memberikan pedoman perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas 

pendidikan. FGD dengan pemangku kepentingan meliputi Civitas Akademika FH USK, 

Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, BPN, Pemerintah daerah, Peradi, alumni; FGD 

dengan pakar; Survey; Tracer Study; Benchmarking; Evaluasi kompetensi 3 tahun 

terakhir.  

Tahapan penyusunan dokumen kurikulum dibagi dalam tiga langkah, yaitu (1) 

perancangan kurikulum, (2) perancangan pembelajaran, dan (3) evaluasi program 

pembelajaran sebagaimana yang tertera di dalam Panduan Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Perubahan 

kurikulum juga mengakomodasi persiapan akreditasi internasional dan menjadi 

universitas berkelas dunia atau World Class University (WCU).  Secara lebih detil 

tahapan yang dilakukan adalah:  

a. Koordinator Prodi merencanakan agenda perubahan (revisi) kurikulum; 

b. Koordinator Prodi mengundang Ketua Bagian untuk membahas rencana 

perubahan kurikulum; 

c. Koordinator Prodi membentuk Tim Revisi Kurikulum Prodi dan merencanakan 

workshop kurikulum; 

d. Koordinator Prodi melakukan Benchmarking dengan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia; 

e. Koordinator Prodi menyampaikan rencana Lokakarya dan Tim Revisi Kurikulum 

kepada Dekan; 

f. Dekan menyetujui rencana Lokakarya Perubahan Kurikulum mengesahkan Tim 

Revisi Kurikulum; 

g. Koordinator Prodi mengundang Ketua Bagian, Dekan, Senat, Tenaga Pendidik (TP) 

dan Tenaga Kependidikan (TKP), dan Stakeholder; 

h. Dekan membuka Lokakarya Perubahan Kurikulum; 

i. Tim Revisi merangkum hasil Lokakarya dan menyusun Draf Perubahan 

Kurikulum; 

j. Koordinator Prodi dan Tim Revisi membahas draf kurikulum baru hasil revisi; 

k. Senat Fakultas Hukum membahas dan menyetujui draf kurikulum baru hasil 

revisi; 

l. Dekan Fakultas Hukum menyetujui dan mengerimkan draf kurikulum ke Rektor 

USK untuk mendapatkan pengesahan dengan SK Rektor; 

m. Rektor USK menerbitkan SK Rektor tentang Kurikulum Program Studi; 

n. Program Studi mensosialisasikan kurikulum baru hasil revisi; 
o. Program Studi memberlakukan kurikulum. 

 



 

2 
 

 

1.2 Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study 

Sub bagian ini berisi bagian-bagian sebagai berikut: 

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 

Hasil pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dilakukan melalui 

masukan masukan melalui survey FGD, survei, tracer study, benchmarking prodi 

sejenis, asosiasi, dan lainnya), serta hasil evaluasi ketercapaian kompetensi. 

Prodi juga perlu menyajikan data hasil evaluasi dan pengukuran kuantitatif dan 

kualitatif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. 

1. Persentase Keterlibatan Mahasiswa dalam Magang: 80% mahasiswa telah 

mengikuti program magang. 

2. Tingkat Kepuasan Mahasiswa: Rata-rata skor kepuasan mahasiswa 4,2 dari 5. 

3. Tingkat Penyerapan Lulusan di Industri: 90% lulusan telah terserap dalam 

dunia kerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus. 

4. Peningkatan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): Rata-rata IPK mahasiswa 

naik 0,3 poin selama 3 tahun terakhir. 

5.  Feedback dari Industri: 70% perusahaan mitra memberikan feedback positif 

terhadap keterampilan dan pengetahuan lulusan. 

6. Perubahan pada Silabus: 40% silabus mata kuliah telah direvisi untuk 

mengikuti perkembangan industri. 

   Data ini menjadi dasar bagi prodi untuk terus melakukan evaluasi dan 

penyesuaian kurikulum guna memastikan relevansi dan kualitas pendidikan 

dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. 

 

B. Dasar-Dasar Perubahan 

Kebutuhan perubahan kurikulum berdasarkan: 

1. Kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study dan atau 

2. Perubahan kebijakan internal dan eksternal, dan atau 

3. Perubahan IPTEKS 

4. Analisis misi terbaru dari SDGs 

5. Analisis Visi Misi USK dan Prioritas Pengembangan Kurikulum USK  

6. Analisis Visi Misi Fakultas 

C. Rumusan Perubahan 

Aspek-aspek dari kurikulum lama yang mengalami perubahan dalam kurikulum 

yang sedang diusulkan, sebagai berikut:  

a. Peyusunan kurikulum dari KKNI kepada kurikulum berbasis Outcome Based 

Education (OBE) 

b. Model integrasi literasi baru, pendidikan umum, belajar sepanjang hayat 
dan pembinaan karakter dalam kurikulum Research-Based Education 
(RBE) 

c. Penyesuian visi Sosio-teknopreneur, salah satu atau sebagian dari tujuan 
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Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 
target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Penanganan 
perubahan iklim; (14) Ekosistem lautan; (15) Ekosistem daratan; (16) 
Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) Kemitraan 
untuk mencapai tujuan. 

 

 

1.3 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 

landasan hukum peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan 

perancangan dan pengembangan kurikulum. 

  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaaan 

Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

: 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 
5 Tahun 2020 tentang akreditasi dan perguruan tinggi; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 

10. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Syiah Kuala Tahun 2023; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 

12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015; 

13. Keputusan Rektor USK Nomor 861/UN11/KPT/2020; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
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BAB 2 

VISI KEILMUAN, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI 

2.1         Visi Keilmuan dan Misi Program Studi 

2.1.1  Visi Keilmuan 

“Mengembangkan Program Studi Law-preneur dibidang tridharma perguruan tinggi 

yang inovatif dan unggul di tingkat nasional dan internasional”. 

Visi Prodi  

Magister Ilmu Hukum 

Visi Fakultas Hukum Visi Universitas Syiah Kuala 

Mengembangkan Program 

Studi Law-preneur dibidang 

tridharma perguruan tinggi 

yang inovatif dan unggul di 

tingkat nasional dan 

internasional 

Menjadi Fakultas Law-preneur 

yang inovatif, mandiri, dan 

unggul di tingkat nasional dan 

internasional 

Menjadi universitas sosio-

teknopreneur yang inovatif, 

mandiri, dan terkemuka di tingkat 

global 

 Tabel 2 Cek list keterkaitan visi USK/Fak dengan visi program studi 

Kata Kunci Visi 

Prodi 

Keterkaitan visi Program Studi 

dengan (berikan tanda (ѵ)) 
Keterangan Keselarasan 

Kata Kunci Visi 
Fakultas 

Kata Kunci Visi 
USK 

Mengembangkan 

Program Studi 

Law-preneur 

ѵ ѵ Belum selaras dengan Renstra 

Tahuan 2020-2024, karena visi misi 

ini dirumuskan tahun 2023  

 yang inovatif dan 

unggul di tingkat 

nasional dan 

internasional 

ѵ ѵ Belum selaras dengan Renstra Tahun 

2020-2024, karena visi misi ini 

dirumuskan tahun 2023 

2.1.2   Misi Program Studi 

1. Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul untuk menghasilkan magister 

hukum yang memiliki kompetensi dan karakter law-preneur yang kompetitif; 

2. Mengembangkan penelitian hukum yang unggul, inovatif, kompetitif, dan 

berkelanjutan; 

3. Mengembangkan pengabdian hukum kepada masyarakat yang bermanfaat dan 

berkelanjutan; dan 

4. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama kelembagaan di tingkat nasional 

dan internasional. 
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2.2    Tujuan 

1. Menghasilkan magister hukum yang memiliki kompetensi dan karakter law-preneur 

yang kompetitif; 

2. Menghasilkan penelitian hukum yang unggul, inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan; 

3. Menghasilkan pengabdian hukum kepada masyarakat yang bermanfaat dan 

berkelanjutan; dan 

4. Menghasilkan kerja sama lembaga di tingkat nasional dan internasional yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan. 

 

2.3. Strategi 

Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, 

menetapkan beberapa strategi yang dijabarkan dalam beberapa bidang: 

1. Mengembangkan pengetahuan dosen dengan mengikutertakan pada seminar 

nasional dan internasional sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia; 

2. Memfasilitasi peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian dengan memberikan 

insentif sebagai strategi di bidang penelitian; 

3. Memfasilitasi peningkatan jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat 

dengan memperbanyak lokasi dan meningkatkan jumlah anggaran: 

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan industri yang akan menjadi 

stakeholder dan pengguna lulusan sebagai strategi di bidang kemahasiswaan. 

 

2.4  University Value  

Nilai ke-USK-an adalah nilai-nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintan 

Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah 

Kuala yang terdapat dalam Pasal 7 yakni Pancasila, Keikhlasan, Kejujuran, dan 

Kebersamaan. Nilai dasar adalah nilai yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan 

merupakan jiwa USK. Nilai dasar menjadi prinsip dasar untuk membentuk karakter dan 

perilaku dalam bersikap bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan USK. 

University value tersebut diturunkan menjadi visi Program Studi Magieter Ilmu Hukum 

untuk menjadi program studi law-preneur yang inovatif dan unggul di tingkat nasional dan 

internasional. 
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BAB 3 

PROFIL DAN RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

 

3.1 Profil Lulusan dan Deskripsi Profil 

Tabel 3.1 Deskripsi Profil Lulusan 

Kode 
PL 

Profil Lulusan Kompetensi Profesi 

PL-01 Lulusan Mampu  bersikap dan 

berprilaku yang bertanggung jawab, 

profesioanal dan berpegang pada nilai 

religi, nilai kemanusian yang inovatif 

untuk mengatasi berbagai permasalahan 

hukum dalam masyarakat. 

 

 

KK + S + P + 

KU 

Aparatur 

Penegak 

Hukum 

(Penyidik, 

Penuntut, 

Hakim), 

konsultan 

hukum, 

mediator, 

birokrat, 

perancang 

perundang-

undangan, 

akademisi 

dan peneliti 

hukum  

PL-02 Lulusan mampu mengambil peran  

Sebagai  Aparat Penegak Hukum, 

Konsultan Hukum, Mediator, Birokrat, 

Perancang Perundang-undangan, 

akademisi, peneliti Hukum dan Profesi 

Hukum Lainnya. 

PL-03 Lulusan mampu berkompetisi baik 

hardskill dan softskill dibidang hukum 

yang relevan dengan perkembangan 

iptek dan kebutuhan global yang 

berbasis kompetensi dibidang hukum  

sebagai agen perubahan. 

Visi USK + KK 

    

 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah 

Kuala menginginkan lulusannya dapat mengambil peran, sebagai: aparat 

penegak hukum   dalam proses peradilan (hakim, jaksa, pengacara, dan penyidik), 

konsultan hukum,  mediator, birokrat, perancang perundang-undangan, 

akademisi dan peneliti hukum         serta pekerjaan lainnya yang membutuhkan 

keahlian hukum. 

1. Lulusan memiliki sikap dan nilai religius, berkarakter, berdaya saing 

tinggi, mandiri, berkualitas dan inovatif untuk menerapkan konsep law 

preneur dalam aktivitas sehari-hari. 
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2. Lulusan mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penerapan penelitian hukum dan pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDG’s). 

3. Lulusan mampu berkompetisi di dunia kerja dan dunia usaha dan menjadi 

law preneur di lingkungan pemerintah serta mampu membangun 

kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

4. Lulusan memiliki kompetensi hard skills dan soft skills di bidang hukum 

yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan global yang 

berbasis pengalaman (experience based) serta dapat menjadi agent of 

change di bidang hukum. 

Lulusan Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Syiah Kuala diharapakan dengan profil yang dimiliki mampu mengembangkan 

keahliannya secara religius, menghargai nilai-nilai moral dan etika. Penguasaan 

keahlian ilmu hukum dengan menerapkan metode berpikir secara yuridis dan 

filosofis dapat menyelesaikan permasalahan, menemukan hal-hal baru dan 

mampu mengembangkan gagasan yang inovatif serta berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum.   

Lulusan melalui link and match juga diharapkan dapat berperan dalam 

Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penegakan hukum, pengacara, notaris, 

konsultan hukum, mediator, dan legislator. Lulusan mampu mengembangkan 

hasil penelitian dan pengabdian Masyarakat sebagai karya ilmiah yang kreatif 

dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

3.2 Unsur-Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Tabel 3.2. Kaitan antara PL dengan CPL 

Kode PL Kode CPL Diskripsi CPL 

PL-01 CPL 1 Mahasiswa memiliki sikap 
dan nilai religius, 
berkarakter, berdaya 
saing tinggi, mandiri, 
berkualitas dan inovatif 
untuk menerapkan 
konsep lawpreneur dalam 
aktivitas sehari-hari 
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PL-02 CPL 2 Mahasiswa memiliki 
kemampuan untuk  
menerapkan teori-teori 
hukum dalam 
melaksanakan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penerapan penelitian 
hukum dan pencapaian 
tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDG’s) 

PL-03 CPL 3 Mahasiswa  memiliki 
pengetahuan untuk 
mampu berkompetisi di 
dunia kerja dan dunia 
usaha dan menjadi 
lawpreneur di lingkungan 
pemerintah serta mampu 
membangun kerjasama di 
tingkat lokal, nasional dan 
internasional 

CPL 4 Mahasiswa memiliki 
kompetensi hard skills 
dan soft skills di bidang 
hukum yang relevan 
dengan perkembangan 
IPTEK dan kebutuhan 
global yang berbasis 
pengalaman (experience 
based) serta dapat 
menjadi agent of change 
di bidang hukum 

 

 

3.2.1. Sikap dan Tata Nilai 

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Syiah Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam sikap 

dan tata nilai (CPL) sebagai berikut: 

KODE CPMK 

CP-A 

Mahasiswa mampu memiliki karakter yang religius, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berdaya saing 

tinggi.; 
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CP-B 
Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan teori-teori  

hukum dan penerapannya secara inovatif di masyarakat 

CP-C 
Mahasiswa memiliki hard skills dan soft skills untuk  

Menjalankan Profesi Hukum 

CP-D 

Mahasiswa mampu melakukan penelitian hukum yang inovatif 

dan mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang ada 

di masyarakat 

 

3.2.2. Penguasaan Pengetahuan 

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Syiah Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi 

dalam penguasaan ilmu pengetahuan (CP-PP) sebagai berikut: 

1. CP-PP1: mampu memiliki karakter yang religius, disiplin, menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan dan berdaya saing tinggi. 

2. CP-PP2: Menguasai dan memiliki hard skills dan soft skills untuk  

Menjalankan Profesi Hukum; 

 

3.2.3. Keterampilan Khusus 

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah 

Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam keterampilan 

khusus (CP-KK) sebagai berikut: 

1. CP-KK1: Mampu memiliki hard skills dan soft skills untuk  Menjalankan 

Profesi Hukum; 

2. CP-KK2: Mampu mampu melakukan penelitian hukum yang inovatif dan 

mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang ada di masyarakat; 

 

3.2.4. Keterampilan Umum 

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah 

Kuala harus memiliki capaian pembelajaran dan kompetensi dalam keterampilan 

Umum (CP-KU) sebagai berikut: 

1. CP-KU1: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai -

nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. CP-KU2: mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. CP-KU3: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai- nilai 

sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah 

dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

4. CP-KU4: menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk Tesis, Jurnal Berakreditas Nasional dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan  tinggi; 

5. CP-KU5: mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

6. CP-KU6: mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

serta swasta; 

7. CP-KU7: mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

8. CP-KU8: mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri; 

9. CP-KU9: mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

 

3.2.5. Kompetensi 

Dalam rangka mempersiapkan lulusan dalam menghadapi perubahan 

dalam masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, dan perkembangan teknologi 

yang semakin pesat saat ini, kompetensi lulusan harus semakin diperkuat dalam 

menghadapi kompetisi di masa mendatang. Untuk itu Perguruan Tinggi dituntut 

untuk dapat merencanakan, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran 
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bagi mahasiswa agar dapat meraih capaian pembelajaran yang optimal meliputi 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Dalam mewujudkan lulusan yang berintegritas guna tercapainya 

kompetensi utama, dalam kurikulum pada Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum 

Universitas Syiah Kuala dicantumkan berbagai mata kuliah yang meliputi antara 

lain; Politik Hukum Filsafat Ilmu, Teori Ilmu Hukum, Perkembangan Sistem 

Hukum, Bahasa Inggris Hukum, Metode Penelitian Hukum, Penemuan Hukum, 

Sosiologi Hukum, Hukum Lingkungan, Filsafat Hukum, dan Hukum HAM. Selain 

itu dalam rangka mempersiapkan mahasiswa berkemapuan dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di kehidupan masyarakat, dalam 

kurikulum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum juga memuat mata kuliah 

konsentrasi pilihan, diantaranya mata kuliah Kenegaraan, Keperdataan dan 

Pidana, Praktek perancangan peraturan perundang-undangan, Praktek kontrak 

dan praktek peradilan Pidana, Praktek Peradilan Perdata dan Praktek Peradilan 

Tata Usaha Negara.  

Dari berbagai kompetensi baik kompetensi utama, dan Kompetensi 

konsenterasi pilihan diharapkan lulusanMagister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Syiah Kuala dapat berkompetisi baik ditingkat lokal, nasional maupun 

Internasional.  

3.3. Penetapan Bahan Kajian 

Kaitan antara CPL dengan Bahan Bahan Kajian 

Mekanisme penetapan bahan kajian dilakukan dengan melihat pada CPL yang 

telah ditetapkan selanjutnya menetapkan CPMK, dan menetapkan bahan kajian  

sesuai dengan mata kuliah 

Proses penetapan bahan  kajian   melibatkan  kelompok  bidang  keilmuan yang  

ada  di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan 

kajian yang dipilih dimulai dengan membuat matriks antara rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, 

dan pengetahuan dengan bahan kajian,  untuk  menjamin  keterkaitannya.  

Selanjutnya  CPL  Prodi  yang  telah  disusun, setiap butir diperiksa untuk melihat 

keterkaitan antara kemampuan dan bahan kajian. Selanjutnya bahan kajian 
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diperiksa untuk melihat kesesuaian dengan disiplin bidang ilmu yang 

dikembangkan di program studi. 

Kode CPL 
Kode Bahan 

Kajian 
Bahan Kajian 

CPL-A BK-01 
Hukum Islam 
Perkembangan Hukum Adat 

CPL-B BK-02 

Politik Hukum 
Filsafat Ilmu 
Teori Hukum 
Perkembangan Sistem Hukum 
Bahasa Inggris Hukum 
Metode Penelitian Hukum 
Penemuan Hukum 
Sosiologi Hukum 
Hukum Lingkungan 
Filsafat Hukum 
Hukum Islam 
Hukum HAM 

CPL-C BK-03 

Teori dan Perancangan Perundang- Undangan 
Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah 
Hukum dan Pembangunan Ekonomi 
Tindak Pidana di Bidang Perekonomian 
Perkembangan Hukum Adat 

CPL-D BK-04 

Teori dan Perancangan Perundang- 
Undangan 
Tindak Pidana di Bidang Perekonomian 
Hukum Perusahaan dan Pembiayaan 

*Bahan kajian yang mencerminkan aspek bahan kajian (Lihat pada buku panduan 

penyusunan kurikulum USK 2023). Contoh bahan kajian Anatomi sedangkan matakuliah 

bisa sama dengan bahan kajian atau menjadi bagian dari bahan bahan kajian. 

 

 
3.4. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

 

CPMK merupakan rumusan kemampuan  akhir yang direncanakan pada tiap 

tahap  pembelajaran  yang  bersifat  spesifik  dan  dapat  diukur,  serta  

didemonstrasikan pada  akhir  proses  pembelajaran.  CPMK  dirumuskan  dari  RPS  

yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL. 

CPMK  yang  telah  dirumuskan  pada  Tabel  3.4.  tersebut,  selanjutnya  digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen 

penilaian,  memilih  bentuk  dan  metode  pembelajaran,  serta  mengembangkan  

materi pembelajaran.  Item-item  tersebut  selanjutnya  disusun  dalam  sebuah  

rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah terkait. 

Sebelum  RPS  disusun  perlu  dibuat  analisis  pembelajaran.  Analisis  

pembelajaran merupakan  susunan  CPMK  yang  sistematis  dan  logis.  Analisis  

pembelajaran menggambarkan  tahapan-tahapan  pencapaian  kemampuan  akhir  
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mahasiswa  yang berkontribusi terhadap pencapaian RPS yang dibebankan pada 

mata kuliah. 

 CPL masih bersifat umum terhadap contoh mata kuliah Hukum Islam dan 

Perkembangan Hukum Adat, oleh karena itu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih 

spesifik terhadap mata kuliah tersebut. Rumusan CPMK mengandung unsur-unsur 

kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapan tingkat kedalaman 

dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut 

 

Tabel CPMK Hukum Islam dan Perkembangan Hukum Adat 

Kode 

CPMK 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

CPMK-1 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang keberadaan Hukum 

Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional (CPL-B) 

CPMK-2 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang landasan teoretik 

Hukum Islam dan Hukum Adat dalam sistem hukum (CPL-B) 

CPMK-3 
Mahasiswa mampu  mampu menjelaskan tentang keberadaan 

Hukum Islam dan Hukum Adat di Aceh (CPL-B) 

CPMK-4 

Mahasiswa mampu menjelaskan suatu kesimpulan bahwa 

Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan salah satu amanah 

konstitusional dari Pasal 18 UUD 1945 (CPL-B) 

 

3.5. Pembentukan Mata Kuliah 

 

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan, yaitu (1) memilih beberapa butir CPL yang 

sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah. Setiap mata kuliah harus 

mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. (2) Secara simultan 

dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL 

tersebut dan kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah 

tersebut. Secara umum mekanisme pembentukan mata kuliah dapat dilihat pada 

Gambar …. 

 
Gambar 1.  Tahap Pembentukan Mata Kuliah 

(Buku Panduan Penyusunan KPT 4.0 Belmawa, 2020) 
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Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) setiap mata kuliah ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan: 

1) Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada 

mata kuliah;  

2) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih;  

3) Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia; dan  

4) Perlunya dilakukan penetapan bahan kajian, keluasan, dan kedalaman materi 

pembelajaran, dan penetapan mata kuliah dalam penyusunan mata kuliah itu 

sendiri. 

5) Berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta 

penetapan bobot sks nya. 

 

Tabel 3.5. Penetapan SKS Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum FH USK 

Kode 
Nama 

Matakuliah 
Jumlah 
CPMK 

Estimasi waktu beban belajar mhs 
SKS 

Teori Prak 

MFHM1001 Politik Hukum 1 

8,5 jam/minggu 
selama 16 

minggu = 134,4 
jam 

0 2 

MFHM1003 Filsafat Ilmu 2 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM1005 Teori Hukum 2 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHM1007 
Perkembangan 
Sistem Hukum 

4 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHM1009 
Bahasa Inggris 
Hukum 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM1011 
Metode 
Penelitian 
Hukum 

3 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHM1002 
Penemuan 
Hukum 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM1004 Sosiologi Hukum 4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 
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MFHM1006 
Hukum 
Lingkungan 

4 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHM1008 Filsafat Hukum 3 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHM1010 Hukum Islam 4 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHM1012 Hukum HAM 4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6013 
Perkembangan 
Hukum Agraria 

2 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6015 
Perkembangan 
Hukum Tata 
Negara 

3 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6017 

Perkembangan 
Hukum 
Pemerintah 
Daerah 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6019 
Perkembangan 
Hukum Laut dan 
Perikanan 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6021 

Teori dan 
Perancangan 
Perundang- 
Undangan 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6023 
Perkembangan 
Hukum Adat 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6025 
Perkembangan 
Hukum Perdata 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6027 
Hukum dan 
Pembangunan 
Ekonomi 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6029 
Perkembangan 
Hukum Perdata 
Internasional 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6031 
Hukum 
Perusahaan dan 
Pembiayaan 

4 
5,67 jam/ minggu 

selama 16 
0 

2 



 

16 
 

minggu = 90,67 
jam 

MFHM6033 
Hukum Pidana 
Islam 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6035 
Perkembangan 
Hukum Pidana 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6037 
Perkembangan 
Sistem Peradilan 
Pidana 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6039 
Tindak Pidana di 
Bidang 
Perekonomian 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHM6041 
Kejahatan Trans 
Nasional 

4 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHMPA01 
Artikel Publikasi 
Ilmiah 

- 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHMPA03 
Seminar Proposal 
Tesis 

- 

5,67 jam/ minggu 
selama 16 

minggu = 90,67 
jam 

0 

2 

MFHMPA05 
Seminar Hasil 
Penelitian Tesis 

- 
8,5 jam/minggu 

selama 16 
minggu = 136 jam 

0 
3 

MFHMPA05 Tesis - 

19.85jam/minggu 
selama 16 

minggu = 317,35 
jam 

0 

7 

*bobot SKS per mata kuliah dihitung; Bobot SKS (Total Estimasi Waktu) x 1 SKS / (2.83 
Jam/Minggu x 16 Minggu) = 45,28 jam, maka 134,4 jam /45,28 jam = 2,97 maka di 
genapkan 3 SKS 
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Tabel 3.4.  Kaitan antara CPMK dengan Matakuliah 

Kode 
CPMK 

Uraian CPMK 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Matakuliah 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK 4 

Matakuliah merupakan mata 
kuliah wajib dimaksudkan 
untuk member pemehamaan  
mengenai sejarah politik 
hukum di indonesia, 
pengertian politik hukum  
dalam persefektif keilmuan 
maupun dalam pembentukan 
dan penegakan hukum, 
masalah-masalah dalam 
kaitan politk hukum nasional 
dan  berbagai persoalan 
sekitar politik hukum dan 
Pemerintahan;  
Mahasiswa mampu 
menjelaskan   dan 
menganalisis masalah-
masalah dalam kaitan politk 
hukum nasional;  
Mahasiswa mampu  mampu 
menjelaskan   dan  
memecahkan berbagai 
persoalan sekitar politik 
hukum dan Pemerintahan; 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan  dalam 
pembentukan dan penegakan 
hukum 

MFHM1001 Politik Hukum 

CPMK1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan tentang - 
Pengertian, definisi, ruang 
lingkup, dan fungsi Filsafat 
Ilmu.  
Berpikir kritis dalam 
pengetahuan: pengertian dan 
pengalaman manusia, berpikir 
kritis dalam pencarian 
pengetahuan,  Sejarah dan 
Perkembangan ilmu secara 
historis, Ilmu dalam 
peradaban kuno (Yunani dan 
Romawi), abad tengah, dan 
peradaban lain, - 
Perkembangan dan 
Penciptaan Ilmu Pengetahuan 
di Eropa: Kelahiran kembali 
ilmu di zaman Renaisans; 
Revolusi dalam Filsafat Alam; 
Hakekat Ilmu di Eropa,  

MFHM1003 Filsafat Ilmu 
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Perkembangan Ilmu di zaman 
Revolusi: Ilmu Selama Masa 
Revolusi Industri; Asal-Usul 
Intelektual Revolusi, hal hal 
yang berkaitan dengan 
ontologi; 
Mahasiswa mampu mengkaji 
dan menjelaskan 
perkembangan Positivisme 
Logis dan Lingkaran Wina, 
Perkembangan Zaman 
Kematangan Ilmu 
Pengetahuan: Ilmu Abad ke-19  
Pemikiran Kontemporer 
setelah tradisi Positivisme. 
Struktur Ilmu Pengetahuan, 
dan Metodologinya, - Unsur-
Unsur Penelitian Ilmiah, Data 
dan Penafsiran Teoretis, 
Prosedur-prosedur empiris 
ilmu pengetahuan, cara cara 
memperoleh pengetahuan 
dengan epistimologina; 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan  Konsep Ilmu dan 
Ilmu Hukum: Konsep Ilmu dan 
Filsafat Ilmu: Positivisme 
Logis; Rasionalisme Kritis; 
Paradigma Thomas Kuhn; dan 
Hermeneutika; Konstruksi 
Ilmu; Jenis ilmu; dan 
Kedudukan Ilmu Hukum, - 
Rasionalisme versus 
Empirisme: Rasionalisme; 
Empirisme; dan Kantianisme, 
dan hal hal berkenaan dengan 
epistimologi. 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan  Kritik-Kritik 
Terhadap Positivisme Logis; 
Post-Positivism; 
AntiPositivisme, Thomas 
Kuhn; AntiPositivisme Mazhab 
Frankfurt; Anti-
Fondasionalisme, 
Paradigmatisisme Sebagai 
Empirisme Radikal. 
- Teori-Teori Hukum Dalam 
Epistemologi Rasional 
Metafisikal, Teori-Teori 
Hukum Dalam Epistemologi 
Idealist.  
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- Teori-Teori Hukum Dalam 
epistemologi Empiris, Teori 
Kebenaran dalam Ilmu 
Pengetahuan: Paradigma Ilmu 
Pengetahuan; Objektivitas 
Ilmu Pengetahuan, dan hal hal 
yang berkenaan dengan 
aksiologi. 

CPMK 1 
CPMK2 

mahasiswa memahami terori-
teori hukum; 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menerangkan konsep-konsep 
hukum 

MFHM1005 Teori Hukum 

CPMK1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menelaah pengertian 
dan komponen sistem hukum 
secara umum; 
Mampu memenjelaskan dan 
menganalisis perbedaan 
antara sistem civil law dan 
common law, dan diluar kedua 
sisem tersebut; 
Mampu menjelaskandan 
menganalisis pengertian 
mixed law sistem dan 
perkembangannya; 
Mampu mengidentifikasi dan 
menelaah  tentang sistem 
hukum yang berlaku di 
Indonesia 

MFHM1007 Perkembangan Sistem Hukum 

CPMK1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menjelaskan dan 
menganalisis, serta 
mengklasifikasi  Istilah  
Bahasa Inggris Hukum dan 
kegunaannya dalam 
perkembangan global; 
Mampu mengembangkan 
kemampuan Berbicara dalam 
berbahsa Inggris hukum 
secara baik dan benar  ; 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan perbedaan isitlah 
istilah hukum dalam Bahasa 
Inggris dan Bahsa Hukum 
Indonesia secara baik dan 
benar; 
Mahasiswa Mampu menelaah 
dokumen dokumen hukum 
dalam bahasa Inggris seperti 
Trkatat, kontrak, Akte secara 
baik dan benar. 

MFHM1009 Bahasa Inggris Hukum 
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CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 

Mampu menjelaskan 
perkembangan metode 
penelitian hukum; 
Mampu menjelaskan 
pendekatan dalam penelitian 
normatif maupun empiris; 
Mampu memahami cara 
membuat judul, menyusun 
latar belakang,  dan 
pentingnya kajian teori dalam 
penelitian. 

MFHM1011 Metode Penelitian Hukum 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK4 

Lulusan Mampu  mengambil 
Peran  Sebagai  Aparat 
Penegak Hukum, Konsultan 
Hukum, Mediator, Birokrat, 
Perancang Perundang-
undangan, akademisi, peneliti 
Hukum dan Profesi Hukum 
Lainnya; 
Lulusan Mampu 
mengembangkan pemikiran 
kritis, logis, sistematis yang 
disusun dalam konsepsi ilmiah 
dan hasil kajian penemuan 
hukum; 
Lulusan mampu menyusun 
ide, hasil pemikiran, dan 
argumen saintifik secara 
bertanggung jawab dan 
berdasarkan etika akademik; 
Lulusan menguasai konsep 
teoritis mengenai dasar-dasar 
keilmuan hukum, memiliki  
kompetensi melaksanaka 
tugas di berbagai Institusi baik 
di Pemerintahan maupun 
Swasta 

MFHM1002 Penemuan Hukum 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK4 

Mampu memahami  "sociology 
of the law" dan "sociology in 
the law" dalam kaitan dengan 
proses  "law making", "law 
enforcement", dan "law 
changing";  
Mampu memahami dan 
mengidentifikasi pokok-pokok 
permasalahan  sosiologi dan 
sosiologi hukum, teori-
teorinya, dan variasi metode 
penelitian sosiologi hukum.; 
Mampu menggunakan 
paradigma dan teori-teori 
sosiologi untuk menganalisis 
"law making", "law 

MFHM1004 Sosiologi Hukum 
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enforcement", dan "law 
changing" di berbagai domain 
kenegaraan.; 
Mampu memanfaatkan 
konsep-konsep sosiologi 
untuk mengidentifikasi 
permasalahan "law making", 
"law enforcement", dan "law 
changing" dalam penelitian 
hukum. 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK4 

Mampu memahami dan 
menjelaskan sejarah 
perkembangan, pengertian, 
ruang lingkup hukum 
Lingkungan, konsep, asas-asas 
dan prinsip hukum lingkungan 
serta politik hukum 
lingkungan; 
Mampu menelaah  dan 
mengidentifikasi keterkaitan 
Hukum Lingkungan Dengan 
dengan sektor bidang hukum 
lainnya; 
Mampu menganalisis dan 
menelaah penegakan hukum 
lingkungan berbasis Asas 
Subsidaeraritas  menjadi Asas 
Ultimum Remedium dalam 
Penegendalian Lingkungan 
Hidup (pencegahan, 
pengendalian, pemulihan); 
Mampu memahami dan  
menjelaskan  Pendekatan 
Penataan Hukum Lingkungan, 
Pemeliharaan Lingkungan 
Hidup dan konservasi serta 
Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan Hidup 

MFHM1006 Hukum Lingkungan 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 

Mampu menelaah 
perkembangan filsafat hukum,  
Mampu mengidentifikasi 
aliran-aliran dalam filsafat 
hukum dan Mampu 
mengindentifikasi aliran 
filsafat hukum dan penerapan 
dalam hukum   

MFHM1008 Filsafat Hukum 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK4 

Mampu menelaah Hukum 
islam yang sering menjadi 
perbincangan dan 
permasalahan dalam 
masyarakat; 

MFHM1010 Hukum Islam 
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Mampu mengidentifikasi 
persoalan-persoalan hukum 
islam kontemporer, baik 
dalam bidang hukum kelaurga 
(ahwal al-syakhishiyya), 
hukum perdata (mu'amalah), 
dan hukum perdata (jinayah); 
Mampu menganalisis 
pelaksanaan syariat Islam di 
Aceh dan berbagai persoalan 
sekitar itu dengan mendalami 
berbagai wanun aceh yang 
berkaitan; 
Mampu mengindentifikasi 
cara kerja hukum islam 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK4 

Mampu memahami 
pengertian, sejarah dan 
perkembangan HAM; Hukum 
HAM dalam pandangan ahli 
dan peraturan perundangan, 
Generasi HAM; HAM 
dalamperspektif Islam. 
Mampu mendalami daya 
belaku HAM, Instrumen HAM 
Nasional, Instrumen HAM 
Internasional. 
Mampu menganalisis 
pelanggaran HAM, Studi kasus 
HAM, Studi komparatif Hukum  
HAM, Komnas HAM dan 
Komnas HAM Anak. 
Mampu mendalami 
mekanisme penyelesaian 
pelanggaran HAM melalui 
Pengadilan HAM Nasional,  
Pengadilan HAM Uni Eropah, 
Pengadilan HAM 
Internasional.Komnas HAM 
Anak, studi kasus HAM. 

MFHM1012 Hukum HAM 

CPMK1, 
CPMK2, 
CPMK3, 
CPMK4 

Mahasiswa mampu 
menguasai dengan benar 
pnegertian Statistika dan 
perannya dalam penelitian, 
statistika deskriptif dan 
inferensia; 
Mahasiswa mampu 
menguasai dengan benar 
tentang cara perancangan 
percobaan, analisis dan 
interpretasinya; 

MFHM6001 Statistika 
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Mahasiswa mampu 
menyusun sebuah rencana 
penelitian lengkap dengan 
metode analisis dan uji 
lanjutnya; 
Mahasiswa mampu 
mengemukakan pendapat 
secara argumentative, 
bekerja dalam kelompok, 
bekerja mandiri dan 
berpikir logis. 

CPMK 1 
CPMK2 

Mahasiswa mampu 
mengembangkan teori-teori 
hukum agraria; 
Mahasiswa mampu 
merekomendasikan 
penerapan teori hukum 
agraria secara inovatif di 
masyarakat 

MFHM6013 Perkembangan Hukum Agraria 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 

Mampu menjelaskan 
mengenai Perkembangan 
Hukum Tata Negara, Format 
Ketatanegaraan Perspektif 
Teoritik, Makna Konstitusi; 
Mampu menjelaskan 
mengenai Konstitusi, Format 
Ketatanegaraan Pasca 
Amandemen, Sengketa 
Kewenangan Konstitusional; 
Mampu menjelaskan 
mengenai Masalah di 
Pemerintahan Daerah, 
Perubahan Kembali UUD 1945 

MFHM6015 
Perkembangan Hukum Tata 
Negara 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Pengertian, Kedudukan dan 
Obyek hukum Pemerintahan 
Daerah 
landasan filosofis, 
konstitusional, Yuridis 
(Operasional) a. landasan 
Konstitusional (Ketentuan 
pasal 18 UUD 1945). B. 
landasan 
operasional: Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Pemerintahan Daerah; 
Sistem otonomi: a. otonomi 
rill, b. otonomi formal, c. 
otonomi materiil; 
Pemekaran daerah: a. dasar 
hukum dalam undang-undang 
no 9 Tahun 2015, b. 

MFHM6017 
Perkembangan Hukum 
Pemerintah Daerah 



 

24 
 

penggabungan daerah, c. 
pengahapusan daerah. 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menjelaskan dan 
menganalisis secara sistematis 
tentang bagaimana 
perkembangan hukum laut 
internasional khususnya 
terkait dengan pengelolaan 
perikanan dari konvensi 
hukum laut internasional 
1930, 1958 dan 1982; 
Mahasiswa mampu 
Menjelaskan dan  
menganalisis bagaimana hak 
negara pantai terhadap 
sumber daya perikanan baik 
yang terdapat di dalam laut 
territorial, Zona Ekonomi 
Ekslusif maupun Laut Lepas; 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan tentang 
Perkembangan perlindungan 
terhadap sumber daya 
perikanan dalam berbagai 
aturan diluar Konvensi 
Hukum Laut Internasional; 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan  tentang model-
model pengelolaan perikanan 
yang digunanakan oleh 
berbagai negara di dunia. 

MFHM6019 
Perkembangan Hukum Laut dan 
Perikanan 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu memahami  cara 
menyusun dan merancang 
suatu undang-undang; 
Mampu  memahami cara 
menyusun dan merancang 
Landasan dan filosofi didalam 
penyusan Naskah Akademik; 
Mampu  memahami cara 
menyusun dan merancang 
Landasan dan filosofi didalam 
penyusan Naskah Akademik; 
mampu memahami cara 
menyusun Jangkauan, arah 
Pengaturan dan Ruang 
Lingkup Naskah Akademik. 

MFHM6021 
Teori dan Perancangan 
Perundang- Undangan 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menelaah 
perkembangan hukum adat 
dari masa ke masa di 
Indonesia, perkembangan 
kedudukan hukum adat dalam 
sistem hukum nasional, dan 

MFHM6023 Perkembangan Hukum Adat 
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perkembangan teori-teori 
hukum adat; 
Mampu mengidentifikasi 
perkembangan masyarakat 
hukum adat dan hak 
ulayatnya, serta 
perkembangan hukum 
perkawinan adat dan waris 
adatnya; 
Mampu mengidentifikasikan 
tanah adat dan hak ulayatnya, 
serta mampu menjelaskan 
perkembangan peradilan adat 
dalam hukum nasional dan 
lokal di Aceh; 
Mampu menjelaskan dan 
menganalisis hubungan antara 
penyelesaian sengketa adat 
dengan mediasi, kasus 
penyelesaian sengketa adat 
dan dan kedudukan putusan-
putusan peradilan adat. 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menelaah Pengertian 
dan Ruang Lingkup Hukum 
Perdata Pengertian Ruang 
Lingkup Hukum Perdata 
dalam Sistem Hukum 
Nasional. Perkembangan 
Hukum Perdata Secara Umum 
dan Kedudukan Kuh Perdata 
Masa Kini Perkembangan 
Hukum Perdata Kedudukan 
KUH Perdata. Perkembangan 
Hukum Perikatan Tentang 
Perbuatan Melawan Hukum 
(PMH), Pengertian PMH, 
Perbandingan PMH dangan 
Wanprestasi, Tanggung Gugat 
Mutlak, dan 
Perkembangannya dalam 
Hukum Perikatan; 
Mampu mengidentifikasi 
Perkembangan Asas dan 
Norma Hukum Kontrak. 
Perkembangan Hukum 
Kontrak Elektronik dalam 
Transaksi Bisnis Elektronik, 
Pengertian Transaksi Bisnis 
Elektronik, Perkembangan 
Transaksi Bisnis Elektronik, 
Pengertian Kontrak 
Elektronik, Perkembangan 
Hukum Kontrak Elektronik, 

MFHM6025 Perkembangan Hukum Perdata 
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Penelaahan dan Perancangan 
Kontrak, Tahapan dalam 
Perancangan Kerangka 
Kontrak, Bagian Operatif 
Kontrak, Teknik Perancangan 
Kontrak dan Teknik 
Penelaahan Kontrak; 
Mampu menganalisis 
Penelaahan dan Perancangan 
Kontrak Tahapan dalam 
Perancangan Kerangka 
Kontrak, Bagian Operatif 
Kontrak, Teknik Perancangan 
Kontrak, Teknik Penelaahan 
Kontrak, Hukum Orang dan 
Badan Hukum Orang, Hukum 
Keluarga Perkawinan, 
Hubungan Orang Tua/Wali 
dan Anak Harta Bersama 
Perceraian, Hukum Benda dan 
Hukum Jaminan, Pengertian 
Benda, Hukum Benda, 
Pengertian Jaminan, Hukum 
Jaminan dan Hukum Waris; 
Mampu mengidentifikasi dan 
menelaah Penyelesaian 
Sengketa di Pengadilan. 
Penyelesaian Senketa di Luar 
Pengadilan-1 (Arbitrase) 
Pengertian Arbitrase 
Arbitrase Nasional Arbitrase 
Internasional. Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan-2 
(Alternatif Penyelesaian 
Sengketa/APS) Pengertian 
APS Negosiasi Mediasi 
Konsiliasi Metode Lain. 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan tentang Konsep 
Dasar  dan keterkaitan Hukum 
dan Ekonomi; 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan tentang Konsep 
Dasar  HKI dan Praktek 
persaingan tidak sehat; 
Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan konsep dan jenis 
jenis kontrak  negara dan 
kontrak pemerintah; 
Mahasiswa Mampu 
Mengidentifikasi dan 
Menganalisis berbagai bentuk 

MFHM6027 
Hukum dan Pembangunan 
Ekonomi 
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badan usaha yang dimiliki oleh 
negara, daerah dan desa. 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mahasiswa Mampu 
menjelaskan Pengertian HPI 
Dengan Ruang Lingkup, 
hubungan Hukum Perdata 
internasional dengan hukum 
internasional; 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan titik titik 
Pertalian Dalam HPI, Status 
Personil dan Kaitannya 
Dengan Prinsip 
Kewarganegaraan Dan Do; 
Mahasiswa mampu mengkaji 
Status Personil dan Kaitannya 
Dengan Prinsip 
Kewarganegaraan Dan 
Domisili, kualifikasi dalam 
HPI, Renvoi, Ketertiban umum 
dan Hak-hak yang diperoleh.; 
Penyelundupan hukum, 
Perbuatan melawan hukum 
dalam Hukum Perdata 
Internasional, Yurisdiksi 
pengadilan dan arbitrase, 
pelaksanaan putusan Forum 
luar negeri di Indonesia. 

MFHM6029 
Perkembangan Hukum Perdata 
Internasional 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu mengidentifikasi dan 
menjelaskan Pengertian dan 
Ruang Lingkup Hukum 
Perusahaan dan pembiayaan 
(C1); 
Mampu menjabarkan hukum 
mengenai perusahaan dan  
pembiayaan (C1 dan C2); 
Mampu menggambarkan 
Hukum yang berlaku dalam 
pengelolaan perusahaan dan 
pembiayaan kepada 
masyarakat di luar perbankan 
(C3); 
Mampu menganalisis  
perkembangan hukum 
perusahaan dan  pembiayaan 
serta kebutuhan investasi (C4) 

MFHM6031 
Hukum Perusahaan dan 
Pembiayaan 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menelaah 
pengertianAsas-asas hukum 
pidana Islam,  jarmah dan 
jinayah, unsur-unsur jarimah, , 
hudud qisas /diat dan takzir; 

MFHM6033 Hukum Pidana Islam 
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Mampu 
mengidentifikasipembagian  
jenis-jenis jarimah, , niat 
pelaku, cara melakukan, 
korban dan tabiat khusus, 
serta  Turut berbuat jarimah; 
Mampu menganalisis 
Pertanggung jawaban pidana 
Hapusnya pertanggung 
jawaban pidana Pidana dan 
Pemidanaan dalam Hukum 
Islam; 
Mampu mengidentifikasi dan 
menelaah  keberadaan 
beberapa ketentuan di dalam 
Qanun Hukum Jinayah. 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu menganalisis 
Pembangunan Hukum Pidana 
Nasional; 
Mampu menganalisis Hukum 
Pidana Islam, Sistem Peradilan 
Pidana dan Sistem Peradilan 
Jinayah Aceh; 
Mampu menganalisis  
Kebijakan Kriminal,   
Kebijakan Sosial, kebijakan 
non penal dan kebijakan penal 
dalam penanggulangan 
kejahatan.; 
Mampu menganalisis 
Perkembangan Hukum Pidana 
Khusus dan Sistem 
Pemidanaan  Double Track 
System, Pidana (punishmen) 
dan tindakan  (treatment) 
Perkembangan sistem 
pemidanaan di dalam hukum  
positif 

MFHM6035 Perkembangan Hukum Pidana 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu Memahami Dasar-
Dasar dan Model Sistem 
Peradilan pidana; 
Mampu Memahami Kompenen 
dalam Sistem Peradilan 
Pidana; 
Mampu memahami dan 
menjelaskan perkembangan 
SPP dan perbandingannya 
dengan beberapa negara; 
Mampu menerapkan Sistem 
Peradilan Pidana dalam 
penegakan hukum di 
masyarakat saat ini. 

MFHM6037 
Perkembangan Sistem 
Peradilan Pidana 
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 Mahasiswa dapat menjelaskan 
tentang definisi hukum pidana 
khusus dari beberapa ahli 
hukum pidana; 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai ruang lingkup 
tindak pidana dalam 
perekonomian; 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
eksistensi dan tujuan tindak 
pidana dalam perekonomian; 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
perbedaan, persamaan, dan 
keterkaikan tindak pidana 
dalam perekonomian dengan 
bidang lainnya. 

MFHM6039 
Tindak Pidana di Bidang 
Perekonomian 

CPMK 1 
CPMK2 
CPMK3 
CPMK4 

Mampu Memahami 
Pengertian dan Ruang Lingkup 
Kejahatan Antar Negara; 
Mampu Memahami Jenis 
Kejahatan Antar Negara; 
Mampu memahami dan 
menjelaskan perkembangan 
Regulasi Nasional dan 
Internasional Terkait 
Kejahatan Antar Negara; 
Mampu memahami lembaga-
lembaga yang terkait dengan 
pemberantasan dan 
penanganan antar negara. 

MFHM6041 Kejahatan Trans Nasional 

  

 

Tabel 3.5 Nama matakuliah dan kaitannya dengan CPL 

Kode Nama Matakuliah 

Kode CPL (berikatan tanda  pada komponen CPL 
yang sesuai ) 

CPLA CPLB CPLC CPLD CPLE CPLF 

MFHM1001 Politik Hukum         

MFHM1003 Filsafat Ilmu       

MFHM1005 Teori Hukum       

MFHM1007 
Perkembangan Sistem 
Hukum 

      

MFHM1009 Bahasa Inggris Hukum       
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MFHM1011 
Metode Penelitian 
Hukum 

      

MFHM1002 Penemuan Hukum       

MFHM1004 Sosiologi Hukum       

MFHM1006 Hukum Lingkungan       

MFHM1008 Filsafat Hukum       

MFHM1010 Hukum Islam       

MFHM1012 Hukum HAM       

MFHM6001 Statistika       

MFHM6013 
Perkembangan 
Hukum Agraria 

      

MFHM6015 
Perkembangan 
Hukum Tata Negara 

      

MFHM6017 
Perkembangan 
Hukum Pemerintah 
Daerah 

      

MFHM6019 
Perkembangan 
Hukum Laut dan 
Perikanan 

      

MFHM6021 
Teori dan 
Perancangan 
Perundang- Undangan 

      

MFHM6023 
Perkembangan 
Hukum Adat 

      

MFHM6025 
Perkembangan 
Hukum Perdata 

      

MFHM6027 
Hukum dan 
Pembangunan 
Ekonomi 

      

MFHM6029 
Perkembangan 
Hukum Perdata 
Internasional 

      

MFHM6031 
Hukum Perusahaan 
dan Pembiayaan 

      
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MFHM6033 Hukum Pidana Islam       

MFHM6035 
Perkembangan 
Hukum Pidana 

      

MFHM6037 
Perkembangan Sistem 
Peradilan Pidana 

      

MFHM6039 
Tindak Pidana di 
Bidang Perekonomian 

      

MFHM6041 
Kejahatan Trans 
Nasional 

      

 

 

Tabel 3.6 Nama matakuliah dan kaitannya dengan CPL 

No Kode MK Mata Kuliah SKS Deskripsi  

1 MFHM1001 

Politik Hukum 

2 

Matakuliah merupakan mata kuliah 
wajib dimaksudkan untuk member 
pemehamaan  mengenai sejarah politik 
hukum di indonesia, pengertian politik 
hukum  dalam persefektif keilmuan 
maupun dalam pembentukan dan 
penegakan hukum, masalah-masalah 
dalam kaitan politk hukum nasional dan  
berbagai persoalan sekitar politik 
 hukum dan Pemerintahan 

Law Politics 

2 MFHM1003 Filsafat Ilmu 2 

Mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan 
adalah salah satu pembelajaran untuk 
memahami variasi perspektif filosofis 
terhadap cara kerja ilmu-ilmu 
pengetahuan natural, sosial, dan 
kemanusiaan, dalam hal ini cara-kerja 
praktik ilmu hukum. Filsafat ilmu 
pengetahuan dengan berbagai 
mazhabnya atau  aliran-alirannya, dan 
definisi serta berbagai bentuk konstruksi 
ilmu pengetahuan, utamanya ilmu 
hukum secara akademis dan praktik-
dogmatis. Cara-cara berlaku hukum 
dalam praktik sosial yang berbasis kerja 
ilmiah. Salah satu fungsi filsafat ilmu 
pengetahuan dalam kaitan ini adalah 
untuk memahami validitas internal dan 
eksternal pola pembentukan, penegakan, 
dan pembaruan (ilmu) hukum yang 
melibatkan pelbagai disiplin ilmu-ilmu  
dasar, termasuk strategi politik aspirasi 
masyarakat. Filsafat ilmu pengetahuan 
yang berkaitan dengan ilmu hukum dari 
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Science Philosophy 

berbagai perspektif yang akademis dan 
praktik-dogmatis. Dengan perkataan lain, 
filsafat ilmu pengetahuan untuk 
memahami dan menganalisis berbagai 
issue dan cara kerja ilmu hukum baik 
dalam konteks pembentukan, penegakan, 
dan pembaruan hukum yang berbasis 
ilmiah. Itu berkaitan dengan 
perkembangan struktur interrnal dan 
eksternal dari mana hukum itu berlaku 
berasal dan berbagai perspektif filosofis 
teori itu berkembang, memperkuat daya 
pikir dengan nalar yang kritis 
berdasarkan ilmu pengetahuan 

3 MFHM1005 
Teori Hukum  

3 

Matakuliah ini merupakan mata kuliah 
wajib yang mempelajari berbagai 
pemikiran teori hukum untuk 
menjawab mengapa hukum berlaku, 
apa dasar kekuatan mengikatnya 
hukum, dan apa yang menjadi tujuan 
hukum. Legal Theory 

4 MFHM1007 

Perkembangan Sistem 
Hukum 

3 

Mata kuliah perkembangan sistem 
hukum  pada Program Studi Magister 
Ilmu Hukum  (MIH), Fakultas Hukum 
(FH), Universitas Syiah Kuala (USK) ini 
membekali mahasiswa peserta kuliah 
dengan pengetahuan dan pemahaman 
Perkembangan sistem hukum yang 
terjadi di seluruh Dunia Oleh karena 
itu, pelaksanaan perkuliahannya 
dibagi ke dalam dua seri kuliah. 
Pertama, Seri Kuliah Pra-UTS. Pada 
seri  kuliah bagian pertama ini setelah 
dibekali dengan pengetahuan tentang 
perkembangan sistem hukum di dunia, 
terutama negara negara yang 
termasuk dalam civil law dan common 
law.   Seri Kuliah Pasca-UTS. Pada seri 
kuliah tahapan kedua ini setelah 
pengantar yang bersifat umum tentang 
sistem hukum diluar civil law dan 
common law, seperti islamic law, 
mixed legal sistem dll. dilankutkan 
dengan fokus pada sistem hukum di 
Indonesia 

Development Legal 
System 
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5 MFHM1009 

Bahasa Inggris Hukum 

2 

Mata kuliah ini bertujuan untuk 
memberikan wawasan dan 
kemampuan dasar Bahasa Inggris 
dalam bidang ilmu Hukum  bagi 
mahasiswa untuk menunjang 
kemampuan profesi. Dalam mata 
kuliah ini mahasiswa akan 
memepelajari konsep dasar tata 
bahasa Inggris  Hukum,  baik speaking, 
wiriting dan reading . The student  
Learn key legal and business English 
vocabulary to improve  English 
language skills in the workplace or at 
university; Improve  understanding of 
the English and Indonesian  legal 
system; Understanding  how to 
structure sentence; and 
.Understanding legalese and idioms 

Legal Enghlish 

6 MFHM1011 
Metode Penelitian 

Hukum 
3 

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk 
memberi pemahaman pada mahasiswa 
tentang perkembangan metode 
penelitian, pendekatan di dalam 
metode, dan mampu 
mengoperasionalkan metode dalam 
penelitian. 

7 
 

MFHM1002 

Penemuan Hukum 

2 

 
 Mata kuliah Penemuan Hukum 
merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa Magister Ilmu Hukum, bobot 
2 (dua) SKS, yang diajarkan pada 
semeseter genap. Mata kuliah ini 
mempelajari tentang pengertian 
(penemuan hukum; pembentukan 
hukum; penciptaan hukum; penghalusan 
hukum; penerapan hukum;penegakan 
hukum dan pengembanan hukum), 
hukum sebagai sistem norma, konsep 
norma hukum, struktur norma, sumber-
sumber penemuan hukum, teori 
penemuan hukum, interpretasi hukum 
pada umumnya, konstruksi hukum, 
metode eksposisi, interpretasi perjanjian, 
prinsip, sumber dan sarana interpretasi, 
pemilihan metode interpretasi, serta 
argumentasi hukum. 

Legal Finding 
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8 
 

MFHM1004 

Sosiologi Hukum 

2 

Mata kuliah Sosiologi Hukum 
dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa 
bagaimana hukum ("law making", "law 
finding", "law changing") dipandang: 
dibedah, "di-debunk", didekonstruksi, 
dan dibongkar-pasang dengan teori 
(proposisi, konsep-konsep) sosiologi 
sebagai induk ilmu-ilmu sosial (the 
queen of social sciences);  ruang 
lingkup dan cara kerja penelitian 
sosiologi hukum, paradigma sosiologi 
hukum, serta  wawasan "sociology of 
the law" dan "sociology in the law". Sociology Of Law 

9 MFHM1006 

Hukum Lingkungan  

3 

Mata  Kuliah Hukum Lingkungan  ini 
dimaksudkan memberi memahami 
pada mahasiswa mengenai Sejarah, 
pengertian dan ruang lingkup, konsep 
dan asas-asas Hukum Lingkungan, 
penegakan hukum lingkungan yang 
berbasis asas Subsidiaritas menjadi 
Asas Ultimum Remedium, 
pengendalian lingkungan melalui 
pendekatan penataan dalam hukum 
lingkungan, pemeliharaan lingkungan 
hidup dan konservasi serta 
penyelesaian sengketa lingkungan. 

Environmental Law 

10 MFHM1008 

Filsafat Hukum 

3 

Mata kuliah Filsafat Hukum 
diselenggarakan pada semester II 
dengan bobot 2 SKS.  Wajib bagi 
mahasiswa Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum, mata kuliah ini 
bertujuan memberikan pemahaman 
lanjutan tentang filsafat hukum, 
termasuk  perkembangan filsafat 
hukum, kedudukan filsafat hukum 
dalam kajian filsafat dan kajian ilmu 
hukum, aliran-aliran dalam filsafat 
hukum. 

Legal Philosophy 

11 MFHM1010 

Hukum Islam 

3 

Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk 
memberi pengatahuan tentang  
Pengertian, Istilah Hukum Islam, 
Ruang lingkup, ciri dan tujuan Hukum 
Islam, sumber-sumbernya, sejarah dan 
perkembangan hukum islam, teori-
teori berlakunya hukum islam, 
Peradilan Agama, Jarimah dan Hudud 
serta Hukum Islam dan perannya 
dalam tatanan hukum Indonesia 
apalagi dengan maju dan 
berkembangnya Teknologi dan 
Informasi (IPTEK). 

Islamic Law 
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12 
 

MFHM1012 

Hukum HAM 

2 

Mata kuliah Hukum Hak Azasi Manusia 
diselenggarakan pada semester II 
dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini 
merupakan mata kuliah wajib yang 
harus diikuti oleh semua mahasiswa 
Program Magister Ilmu Hukum. Mata 
kuliah ini bertujuan memberikan 
pemahaman tentang Hukum Hak Azasi 
Manusia diantaranya  Pengertian, 
sejarah dan perkembangan HAM,  
Hukum HAM dalam pandangan ahli 
dan peraturan perundangan, Generasi 
HAM, HAM dalam perspektif Islam, 
Daya belaku HAM, Instrumen HAM 
Nasional, Instrumen HAM 
Internasional, Pelanggaran HAM, Studi 
kasus HAM, Studi komparatif Hukum  
HAM, Komnas HAM, Komnas HAM 
Anak, Pengadilan HAM Nasional, 
Pengadilan HAM Uni Eropah, 
Pengadilan HAM Internasional. 

Human Rights Law 

13 
 

MFHM6013 

Perkembangan Hukum 
Agraria 

2 

Mata kuliah Perkembangan Hukum 
Agraria merupakan salah satu mata 
kuliah inti yang diajarkan pada Prodi 
MIH PPs Unsyiah. Mata kuliah ini akan 
membahas tentang prinsip-prinsip 
dasar hukum agraria, struktur hak atas 
tanah, tanah terlantar, sengeketa tanah 
dan alternatis penyelesaiaannya, 
penguasaan tanah oleh instansi 
pemerintah, tanah wakaf, pendaftaran 
tanah, dan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum serta hak 
tanggungan. 

Development Of 
Customary Law 

14 MFHM6015 

Perkembangan Hukum 
Tata Negara 

2 

Mata kuliah Perkembangan Hukum 
Tata Negara diajarkan pada Program 
Magister Ilmu Hukum untuk 
membahas persoalan-persoalan 
mendalam menyangkut  hubungan 
yang lebih spesifik diantara Hukum 
Tata Negara dan Hukum Konstitusi, 
beserta teori-teori dan asas-asas yang 
mendasarinya. Mengingat salah kajian 
di dalam hukum konstitusi adalah 
berkenaan dengan perubahan 
konstitusi yang pada giliran akhir akan 
terjadinya perkembangan di bidang 
Hukum Tata Negara. Dengan demikian, 
mata kuliah Perkembangan Hukum 
Tata Negara akan mampu 
mengantarkan mahasiswa secara lebih 
kritis untuk melihat fenomena 
ketetatanegaraan yang diakibatkan 

Development Of 
Private Law 
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oleh adanya perubahan konstitusi. 
Berusaha mengantar pemahaman 
secara normatif kepada ketentuan-
ketentuan hukum dasar yang 
mengalami amandemen dengan 
bersandar kepada kerangka 
konseptual terutama sekali 
menyangkut konsep-konsep yang 
telah baku di dalam Hukum Tata 
Negara, untuk kemudian diadakan 
analisis sesuai kebutuhan dan 
perkembangan hukum positif pada 
tempat dan waktu tertentu, terutama 
sekali yang terjadi di Indonesia. 

15 MFHM6017 

Perkembangan Hukum 
Pemerintah Daerah 

2 

Mata kuliah  Perkembangan Hukum 
Pemerintahan Daerah membahas 
mengenai Sejarah Otonomi, Macam-
macam Otonomi, Otonomi Khusus, 
Fungsi Perda dan Qanun dalam Perda 
Otonomi, beda Perda dan Qanun, 
Otonomi Pasca Amandemen UUD 1945 
dan Isu-isu tentang Otonomi Daerah 

Law And Economic 
Development 

16 MFHM6019 

Perkembangan Hukum 
Laut dan Perikanan 

2 

Mata Kuliah Perkembangan Hukum 
Laut dan Perikanan membahas 
mengenai Hukum laut dan perikanan 
Mata kuliah ini diberikan untuk 
memberikan penguatan pemahaman 
konsep mahasiswa terhadap 
Pengertian Hukum Laut Internasional 
dan perkembangan-nya, laut 
Teritorial, Zona Tambahan, Zona 
Ekonomi Eksluif, Landas Kontinen, 
Hak-Hak Lintas Pelayaran, Riset Ilmiah 
Kelautan, Perlindungan Lingkungan 
Hidup, Pembajakan dan Laut lepas, 
Penyelesaian Sengketa, termasuk 
masalah kawasan, Perkembangan 
Hukum Laut Indonesia, Kasus 
Perikanan Jenewa 1958 dan Laut 
Lepas. 

Development Of 
International Private 
Law 

17 MFHM6021 

Teori dan Perancangan 
Perundang- Undangan 

2 

Mata Kuliah ini membahas mengenai 
Pengantar, Pengertian Ilmu 
Pengetahuan Perundang-undangan, 
Jenis-jenis Peraturan Perundang-
undangan, Norma Hukum, Asas-asas 
Pembentukan Paraturan Perundang-
undangan, Lembaga-lembaga 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Parstisipasi masyarakat 
dalam pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Pengertian 
Naskah Akademik dan dasar 

Theory And Legal 
Drafting 
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HukumTujuan dan Kegunaan Naskah 
Akademik, Tahapan dan Metode 
Penyusunan Naskah Akademik dan 
Landasan Filosofis, Sosiologis dan 
Yuridis. 

18 MFHM6023 

Perkembangan Hukum 
Adat 

2 

Mata kuliah ini membahas mengenai 
Perkembangan Hukum Adat, 
penyebaran pembahasannya meliputi 
pengertian-pengertian hukum adat, 
adat dan hukum tidak tertulis, 
pembentukan hukum adat menurut 
teori receptio in complexu dalam 
kaitan paham positivisme dan dengan 
pasal 134 IS dan pasal 134 IS tahun 
1927 baru, unsur pembentukan, dasar 
hukum, perwujudan hukum adat 
dalam bentuk asas-asas dan hukum 
adat dalam sistem hukum nasional 
hasil amandemen UUD 1945, Proses 
terbentuknya Hukum Adat, Adat dan 
Hukum Adat, Jenis Sanksi Adat, 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
Adat, Kedudukan Peradilan Adat 
setelah UURA, Perkembangan Hukum 
Adat Indonesia dan Dinamikanya, 
Sistem Hukum Adat, Penyelesaian 
Kasus melalui Hukum Adat, Lembaga-
lembaga Adat, Pemahaman atau 
defisini hukum adat dewasa ini dan 
Hukum adat sebagai hukum 
masyarakat. 

Development Of 
Customary Law 

19 MFHM6025 

Perkembangan Hukum 
Perdata 

2 

Mata Kuliah ini bertujuan untuk 
Mempelajari perkembangan hukum 
perdata, terutama tentang 
perkembangan perjanjian-perjanjian 
khusus tertentu, perbuatan melawan 
hukum dan penyelesaian 
sengketa/konflik dalm masyarakat 
beserta lembaga-lembaga yang 
bersangkutan, yang tumbuh dan 
berkembang dalam praktek.  Menelaah 
tentang peraturan perundangan yang 
bersangkutan, yang tumbuh dan 
berkembang maupun masih harus 
dikembangkan, yang mendukung 
perkembangan hukum tersebut 
disertai perbandingan hukum negara 
lain/ keputusan luar negeri yang 
menyangkut bidang-bidang yang 
bersangkutan. 

Development Of 
Private Law 
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20 MFHM6027 

Hukum dan 
Pembangunan 
Ekonomi 

2 

Mata kuliah Hukum dan Pembangunan 
Ekonomi membahas mengenai 
Analisis Hukum Investasi dalam 
kaitannya dengan perkembangan 
Ekonomi, Perkembangan Hukum 
Pasar Modal di Indonesia, Masyarakat 
Ekonomi ASEAN, Hukum Hak Milik 
Intelektual dan Perkembangannya, 
Perlindungan Konsumen di Indonesia, 
Trims dalam kaitannya dengan 
Perkembangan Hukum di Indonesia, 
Peranan Hukum dalam Pembangunan 
Ekonomi, Peranan Hukum dalam 
Ekonomi, Peranan Hukum dalam 
Pembangunan. 

Law And Economic 
Development 

21 MFHM6029 

Perkembangan Hukum 
Perdata Internasional 

2 

Mata kuliah ini Memberikan 
pengertian dan pemahaman mengenai 
teori-teori Hukum Perdata 
Internasional dalam menentukan 
hukum mana yang berlaku terhadap 
kasus-kasus yang menyangkut sistem 
hukum nasional dan hukum asing. In 
Action: segi-segi hukum acara perdata 
dan perkara di luar negeri yang 
menyangkut Republik Indonesia. 
Persoalan hukum acara perdata 
imunitas dan act of state doctrine, 
konvensi hukum perdata 
internasional, dan masalah yang baru 
berkembang dalam hukum perdata 
internasional.   

Development Of 
International Private 
Law 

22 MFHM6031 

Hukum Perusahaan 
dan Pembiayaan 

2 

Mata Kuliah Hukum Perusahaan dan 
Pembiayaan membahas mengenai 
Perkembangan Hukum Perikatan 
dalam sistem Hukum Indonesia, 
Perikatan yang lahir dari Undang-
undang, Leasing sebagai Aspek 
Pembiayaan di Indonesia, Warabala 
merupakan Lembaga berkaitan 
dengan PK dan Persaingan Usaha, 
Perjanjian Modal Ventura sebagai 
Pembiayaan di Indonesia, 
Perjanjian/Lembaga Anjak 
Piutang/Factoring, Lembaga 
Pembiayaan Konsumen, Lembaga 
Pembiayaan Imbal Beli dan Lembaga 
Pembiayaan BUILD OPERATE AND 
TRANSFER (BOT). 

Company And Financial 
Law 

23 MFHM6033 

Hukum Pidana Islam 

2 

Mata Kuliah Hukum Pidana Islam 
membahas mengenai Filosofi 
Pemidanaan dalam Islam, Tujuan 
Pemidanaan dalam Islam, Islamic Criminal Law 
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Perbandingan Tindak Pidana Maisir, 
Jinayah vs KUHP, Perbandingan 
Khalwat dalam Qanun Jinayah vs 
KUHP, Perbandingan Ikhtilat dalam 
Qanun vs KUH, Konsep dasar Hukum 
Islam (ontologi-sumber), Konsep 
Dasar Hukum Islam (Aspek 
Epistemologi), Prinsip-Prinsip Dasar 
Hukum Pidana Islam, Prinsip-prinsip 
Dasar Hukum Pidana Islam 
(Kemaslahatan Umat, Kehormatan 
Pribadi), Asas-asas Hukum Pidana 
Islam, Asas Legalitas dalam hukum 
Pidana Positif dan Pidana Islam. 

24 MFHM6035 

Perkembangan Hukum 
Pidana 

2 

Mata kuliah Perkembangan Hukum 
Pidana memberi gambaran tentang 
permasalahan pilihan di dalam hukum 
pidana menuju ius constituendum. 
Dengan demikian pemahaman 
mahasiswa tentang hukum pidana 
akan semakin mendalam, sebab 
lingkup kajiannya akan dikaitkan 
dengan  antara lain: Politik Hukum 
(Pidana), sejarah hukum (pidana),  
teori hukum (pidana) dan 
Perbandingan Hukum (Pidana). Materi 
Kuliah Perkembangan Hukum Pidana 
mengikuti perkembangan dan issue 
yang mengemuka menyangkut dengan 
masalah sentral dari hukum pidana, 
yaitu pertanggungjawaban Pidana, 
perbuatan pidana dan pidana (sanksi 
Pidana). Karena itu di dalam kuliah 
akan disajikan dan didiskusikan. 
Materi tentangan latar belakang dan 
perkembangan, pembaharuan hukum 
Pidana dan pemikiran/teori hukum 
pidana dan pemikiran/teori hukum 
pidana yang menyertai pembaharuan 
hukum pidana tersebut. 

Development Of 
Criminal Law 

25 MFHM6037 

Perkembangan Sistem 
Peradilan Pidana 

2 

Matakuliah Perkembangan Sistem 
Peradilan Pidana memuat tentang 
materi penyelenggaraan peradilan 
pidana sebagai suatu sistem yang 
dikenal dengan sistem peradilan 
pidana dari aspek yuridis (normatif) 
dan teori sistem peradilan pidana. 
Selanjutnya masing-masing subsistem 
didalami dan dikaji dalam 
hubungannya dengan sistem peradilan 
pidana. Pendekatan yang digunakan 
dalam penyampaian ini adalah 
pendekatan sistemik dan pada 

Development Of 
Criminal Court System 
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akhirnya dilengkapi dengan analisis 
terhadap sistem peradilan pidana di 
Indonesia terutama kajian terhadap 
peraturan hukum pidana yang 
mengatur sistem peradilan pidana dan 
mengkaji berbagai kasus yang aktual 
dalam penyelenggaraan peradilan 
pidana. Terkait dengan perkembangan 
di Aceh juga akan dibahas mengenai 
Peradilan Jinayah. 

26 MFHM6039 

Tindak Pidana di 
Bidang Perekonomian 

2 

Mata Kuliah Tindak Pidana 
Perekonomian memuat materi tentang 
ragam kejahatan bisnis, tindak pidana 
korporasi,  kejahatan yang dapat 
dilakukan oleh korporasi (ruang 
lingkup kejahatan korporasi, konsep 
tanggung jawab korporasi, 
tanggungjawab pidana korporasi 
dalam sistem hukum Indonesia). 

Crime In The Field Of 
Economy 

27 MFHM6041 

Kejahatan Trans 
Nasional 

2 

Mata Kuliah Kejahatan Trans Nasional 
membahas mengenai Istilah dan 
Pengertian Hukum  Kejahatan Trans 
Nasional, Sejarah dan Perkembangan 
Kejahatan Trans Nasional, 
Internasionalisasi Kejahatan, Human 
Trafficking atau Perdagangan Manusia, 
People Smunggling atau 
Penyelundupan Manusia, Money 
laundering atau Pencucian Uang 

Trans National Crime 

18 MFHMPA01 Artikel Publikasi Ilmiah 2 

Artikel Publikasi Ilmiah merupakan 
syarat Ujian Tesis yang dipublikasikan  
minimal di jurnal nasional 
terakreditasi Sinta 2 dan Jurnal 
Internasional. 

19 MFHMPA03 Seminar Proposal Tesis 2 

Seminar Proposal Tesis merupakan 
ujian kelayakan proposal menjadi 
kajian tesis 

20 MFHMPA05 
 Seminar Hasil 

Penelitian Tesis 
3 

Seminar hasil Penelitian Tesis 
merupakan hasil penelitian sebagai 
persiapan ujian akhir 

21 MFHMPA02 Tesis 7 

Tesis merupakan karya ilmiah yang 
harus diselesaikan dan diuji untuk bisa 
memperoleh gelar magister hukum. 
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3.6. Struktur Kurikulum 

Untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum 

minimal harus menyelesaikan 54 SKS, yang terdiri atas 2 Mata Kuliah yakni  mata 

kuliah dasar dan Mata Kuliah Konsentrasi Pilihan B. Adapun rincian komposisinya 

sebagai berikut: 

 

3.6.1. Mata Kuliah Wajib Program Studi (A) 

K P PL S

Politik Hukum

Law Politics

Filsafat Ilmu

Science Philosophy

Teori Hukum 

Legal Theory

Perkembangan Sistem Hukum

Development Legal System

Bahasa Inggris Hukum

Legal Enghlish

Metode Penelitian Hukum

Legal Research Method

15TOTAL

6 MFHM1011 3 3 0 0 0 W

5 MFHM1009 2 2 0 0 0 W

0 W

4 MFHM1007 3 3 0 0 0

3 MFHM1005 3 3 0 0

W

2 MFHM1003 2 2 0 0 0 W

1 MFHM1001 2 2 0 0 0 W

STRUKTUR KURIKULUM PERIODE TAHUN 2024 - 2028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Semester I / Ganjil

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Substansi Kategori 

Mata Kuliah
Prasyarat

 
 
 
 

K P PL S

Penemuan Hukum

Legal Finding

Sosiologi Hukum

Sociology Of Law

Hukum Lingkungan 

Environmental Law

Filsafat Hukum

Legal Philosophy

Hukum Islam

Islamic Law

Hukum HAM

Human Rights Law

Seminar Proposal Tesis

Thesis Proposal Seminar

17

1 MFHM1002 2 2 0 0

W

Semester II / Genap

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Substansi Kategori 

Mata Kuliah
Prasyarat

5 MFHM1010 3 3 0 0

W

4 MFHM1008 3 3 0 0 0 W

0 W

2 MFHM1004 2

3 MFHM1006 3 3 0 0 0 W

2 0 0 0

0 W

6 MFHM1012 2

MFHM1011MFHMP0027 2 2 0 0 0 W

TOTAL

2 0 0 0
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K P PL S

Mata Kuliah Bidang Kajian Utama 1

Elective Course 1

Mata Kuliah Bidang Kajian Utama 2

Elective Course 2

Mata Kuliah Bidang Kajian Utama 3

Elective Course 3

Mata Kuliah Bidang Kajian Utama 4

Elective Course 4

Mata Kuliah Bidang Kajian Utama 5

Elective Course 5

Statistika

Statistics

12

Bidang Kajian Utama (Main Fields of Study)

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Substansi Kategori 

Mata Kuliah
Prasyarat

2 0 0 0

3 2 2 0 0 0 W

4

5

6

W

2

MFHM6001 2 2 0 0 0 P

TOTAL

Semester III / Ganjil

1 2 2 0 0

2 2 2 0 0 0 W

0 W

W

2 2 0 0 0

 
 

K P PL S

Artikel Publikasi Ilmiah

Scientific Article Publication

Seminar Hasil Penelitian Tesis

Seminar of Thesis Research Result

Tesis

Thesis

12

56

Substansi Kategori 

Mata Kuliah
PrasyaratKode MK Mata Kuliah SKS

0 W MFHMP003

TOTAL

TOTAL SKS

3 MFHMPA01 7 7 0 0

2 W MFHMP0023 0 0 0MFHMP003

Semester IV / Genap

No

1 2 0 0 W MFHMP002MFHMP001 2 0

3
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3.6.2. Mata Kuliah Konsentrasi 
 

3.6.2.1. Bidang Kajian Utama Hukum Kenegaraan  (Main Field of Study 
State law) 

 

K P PL S

Perkembangan Hukum Agraria

Development Of Agrarian Law

Perkembangan Hukum Tata Negara

Development Of Constitutional Law

Perkembangan Hukum Pemerintah 

Daerah

Development Of Local Government Law

Perkembangan Hukum Laut dan 

Perikanan

Development Of Law Of The Sea And 

Fishery

Teori dan Perancangan Perundang- 

Undangan 

Theory And Legal Drafting

No Kode MK Mata Kuliah SKS
Substansi

Prasyarat

Keahlian/ 

Bidang 

Minat

Semester III / Ganjil 

Bidang Kajian Utama Hukum Kenegaraan  (Main Field of Study State law)

1 MFHM6013 2 2 0 0 0 P

2 MFHM6015 2 2 0 0 0 P

0 P

4 MFHM6019 2 2 0 0 0

3 MFHM6017 2 2 0 0

P

5 MFHM6021 2 2 0 0 0 P

 
 

3.6.2.2. Bidang Kajian Utama Hukum Perdata  (Main Study Areas of Civil Law) 
 

Perkembangan Hukum Adat

Development Of Customary Law

Perkembangan Hukum Perdata

Development Of Private Law

Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Law And Economic Development

Perkembangan Hukum Perdata 

Internasional

Development Of International Private 

Law

Hukum Perusahaan dan Pembiayaan

Company And Financial Law

0 P

P

Semester III / Ganjil 

Bidang Kajian Utama Hukum Perdata  (Main Study Areas of Civil Law)

1

P5 MFHM6031 2 2 0 0 0

4 MFHM6029 2 2 0 0

3 MFHM6027 2 2 0 0 0 P

2 MFHM6025 2 3 0 0 0 P

MFHM6023 2 3 0 0 0

 

 

3.6.2.3. Bagian Bidang Kajian Utama Hukum Pidana  (Main Study Areas of 

Criminal Law) 

Hukum Pidana Islam

Islamic Criminal Law

Perkembangan Hukum Pidana

Development Of Criminal Law

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana

Development Of Criminal Court System

Tindak Pidana di Bidang Perekonomian

Crime In The Field Of Economy

Kejahatan Trans Nasional

Trans National Crime
0 P

P

0 P

5 MFHM6041 2 2 0 0

4 MFHM6039 2 2 0 0 0 P

3 MFHM6037 2 2 0 0 0 P

2 MFHM6035 2 2 0 0 0

Semester III / Ganjil 

Bidang Kajian Utama Hukum Pidana  (Main Study Areas of Criminal Law)

1 MFHM6033 2 2 0 0
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3.7. Tuliskan Rangkuman 

Rangkuman kurikulum dengan mengisi tabel berikut  

Tabel 3.8. Informasi Umum Bahan Kajian 

Informasi umum 
Jumlah 

SKS 
Jumlah minimal beban belajar yang harus lulus 54 

Jumlah matakuliah pilihan yang harus diambil 10 

Jumlah matakuliah pilihan yang ditawarkan 10 

Jumlah komponen MKWU - 

Jumlah komponen mata kuliah keterampilan                             2 

Jumlah komponen Mata Kuliah Dasar Keilmuan 8 

Jumlah komponen Mata Kuliah  Keilmuan/Keahlian 14 

Jumlah kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler yang mendorong berinovasi, 
kewirausahaan dan keterampilan IT 

- 

Komponen mata kuliah yang sejalan dengan visi SDGs 13 

 
Tabel 3.9. Karakateristik Mata kuliah Pilihan 

No Kode Matakuliah SKS 
Karakteristik () 

A B C D E F G 

1 MFHM6013 Perkembangan Hukum 
Agraria 

                

2 MFHM6015 Perkembangan Hukum 
Tata Negara 

                

3 MFHM6017 Perkembangan Hukum 
Pemerintah Daerah 

        

4 MFHM6019 Perkembangan Hukum 
Laut dan Perikanan 

        

5 MFHM6021 Teori dan 
Perancangan 
Perundang- Undangan 

 
     

  

6 MFHM6023 Perkembangan 
Hukum Adat 

 
       

7 MFHM6025 Perkembangan 
Hukum Perdata 

 
       

8 MFHM6027 Hukum dan 
Pembangunan 
Ekonomi 

 
     

  

9 MFHM6029 Perkembangan 
Hukum Perdata 
Internasional 

 
     

  

10 MFHM6031 Hukum Perusahaan 
dan Pembiayaan 

 
       

11 MFHM6033 Hukum Pidana Islam         
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12 MFHM6035 Perkembangan 
Hukum Pidana 

 
       

13 MFHM6037 Perkembangan 
Sistem Peradilan 
Pidana 

 
     

  

14 MFHM6039 Tindak Pidana di 
Bidang 
Perekonomian 

 
     

  

15 MFHM6041 Kejahatan Trans 
Nasional 

 
       

A  = Memperdalam bidang ilmu,    
B  = Menambah keterampilan/profesionalisme pada dunia kerja, 
C  = Meningkatan skill IT,   
D  = Mendorong kewirausahaan, 
E  = Menambah softskill,   
F  = Dapat diekuivalensi dengan kegiatan MBKM   
G = Lainnya 
T = Tutorial 
P = Praktik 

 
 
 
Tabel 3.10 Daftar Matakuliah yang pelaksanaan berkaitan dengan SDGs, PBR, PjBL, 
Case-M dan atau MBKM 

No Kode Matakuliah SKS Kategori 
Target 
SDGs 

Keterangan 

PBR PjBL 
Case-

M 
MBKM 

1 MFHM6031 

Hukum 
Perusahaan 
dan 
Pembiayaan 

2 P 
1 dan 

17 
      

 2 MFHM6013 
Perkembangan 
Hukum 
Agraria 

2 P 17        

3 MFHM6021 

Teori dan 
Perancangan 
Perundang- 
Undangan 

2 P 
16 dan 

17 
    

4 MFHM1012 Hukum HAM 2 W 16     

5 MFHM1006 
Hukum 
Lingkungan 

3 W 
13., 14 
dan 15 

    

6 MFHM6027 
Hukum dan 
Pembangunan 
Ekonomi 

2 P 
1 dan 

17 
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3.8. Daftar Ekuivalensi dan Rekognisi Kegiatan MBKM terhadap Pengakuan 

SKS  

3.8.1 Daftar Ekuivalensi Matakuliah  

Matakuliah Lama  Matakuliah Baru 

No Kode 

MK 
Matakuliah SKS 

 No Kode MK 
Matakuliah SKS 

1 FHM601 Politik Hukum 2  1 MFHM1001 Politik Hukum 2 

2 FHM603 Filsafat Ilmu 2  2 MFHM1003 Filsafat Ilmu 2 

3 FHM605 Teori Hukum 2  3 MFHM1005 Teori Hukum 3 

4 FHM607 Perkembangan 

Sistem Hukum 

2  4 MFHM1007 Perkembangan 

Sistem Hukum 

3 

5 FHM609 Bahasa Inggris 

Hukum 

2  5 MFHM1009 Bahasa Inggris 

Hukum 

2 

6 PPS601 Metodologi 

Penelitian 

2  6 MFHM1011 Metode Penelitian 

Hukum 

3 

7 FHM602 Penemuan Hukum 2  7 MFHM1002 Penemuan Hukum 2 

8 FHM604 Sosiologi Hukum 2  8 MFHM1004 Sosiologi Hukum 2 

9 FHM606 Hukum 

Lingkungan 

2  9 MFHM1006 Hukum 

Lingkungan 

3 

10 FHM608 Filsafat Hukum 2  10 MFHM1008 Filsafat Hukum 3 

11 FHM610 Hukum Islam 2  11 MFHM1010 Hukum Islam 3 

12 FHM612 Hukum HAM 2  12 MFHM1012 Hukum HAM 2 

13 FHM701 Perkembangan 

Hukum Agraria 

2  13 MFHM6013 Perkembangan 

Hukum Agraria 

2 

14 FHM703 Perkembangan 

Hukum Tata 

Negara 

2  14 MFHM6015 Perkembangan 

Hukum Tata 

Negara 

2 

15 FHM705 Perkembangan 

Hukum 

Pemerintah 

Daerah 

2  15 MFHM6017 Perkembangan 

Hukum 

Pemerintah 

Daerah 

2 

16 FHM707 Perkembangan 

Hukum Laut dan 

Perikanan 

2  16 MFHM6019 Perkembangan 

Hukum Laut dan 

Perikanan 

2 

17 FHM709 Teori dan 

Perancangan 

Perundang- 

Undangan 

2  17 MFHM6021 Teori dan 

Perancangan 

Perundang- 

Undangan 

2 

18 FHM711 Perkembangan 

Hukum Adat 

2  18 MFHM6023 Perkembangan 

Hukum Adat 

2 

19 FHM713 Perkembangan 

Hukum Perdata 

2  19 MFHM6025 Perkembangan 

Hukum Perdata 

2 

20 FHM715 Hukum dan 

Pembangunan 

Ekonomi 

2  20 MFHM6027 Hukum dan 

Pembangunan 

Ekonomi 

2 



 

47 
 

21 FHM717 Perkembangan 

Hukum Perdata 

Internasional 

2  21 MFHM6029 Perkembangan 

Hukum Perdata 

Internasional 

2 

22 FHM719 Hukum 

Perusahaan dan 

Pembiayaan 

2  22 MFHM6031 Hukum 
Perusahaan dan 
Pembiayaan 

2 

23 FHM721 Hukum Pidana 

Islam 

2  23 MFHM6033 Hukum Pidana 

Islam 

2 

24 FHM723 Perkembangan 

Hukum Pidana 

2  24 MFHM6035 Perkembangan 

Hukum Pidana 

2 

25 FHM725 Perkembangan 

Sistem Peradilan 

Pidana 

2  25 MFHM6037 Perkembangan 

Sistem Peradilan 

Pidana 

2 

26 FHM727 Tindak Pidana 

di Bidang 

Perekonomian 

2  26 MFHM6039 Tindak Pidana 

di Bidang 

Perekonomian 

2 

27 FHM729 Kejahatan Trans 

Nasional 

2  27 MFHM6041 Kejahatan Trans 

Nasional 

2 

28 PPSPA2 Tesis 6  28 MFHMPA02 Tesis 7 

*Matakuliah yang berganti kode, nama matakuliah, dan SKS harus diekuivalensi. Prinsip 

ekuivalensi adalah  sedapat mungkin tidak merugikan mahasiswa.  

 

 
3.9. RPS Case Method dan Team-Based Project/PjBL Program Studi 

RPS Case Method dan Team-Based Project/PjBL Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Syiah dapat diakses pada Link GDrive berikut ini   

https://drive.google.com/drive/folders/1XcR5vfVALFRpAxnoA6ks9lMBQAZGSp11?u

sp=sharing   

 

3.10. Kontrak Kuliah Program Studi 

Kontrak Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Syiah dapat diakses pada Link GDrive berikut ini  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y6iCBX1KmAeeJ8eNeWIF5D2fdvqPoH8N?

usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XcR5vfVALFRpAxnoA6ks9lMBQAZGSp11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XcR5vfVALFRpAxnoA6ks9lMBQAZGSp11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6iCBX1KmAeeJ8eNeWIF5D2fdvqPoH8N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6iCBX1KmAeeJ8eNeWIF5D2fdvqPoH8N?usp=sharing
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BAB 4 

RANCANGAN EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN 

4.1 Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  

Mengisi matriks keeratan hubungan antara CPL dengan PL serta matriks 

keterkaitan SKL (SNDIKTI/KKNI) dan CPL  sebagaimana contoh pada Tabel 4.1 & 4.2. 

Contoh : 

Tabel 4.1.  Matriks Keterkaitan antara Profil Lulusan dan CPL 

Profil Lulusan PL-01 PL-02 PL-03 PL-n 

CPL-A H  H   H  H 

CPL-B  H  H  M  M 

CPL-C  L  M  M  L 

CPL-D  M  M  L  H 

*Pengaturan kode CPL dan PL diserahkan pada Prodi masing-masing* Keterangan : L = 
Low (0- 59) M = Medium (60-79); H = High ( 80-100) 

Untuk melacak kompetensi lulusan, dapat digunakan matriks keterkaitan SKL 
(SNDIKTI/KKNI) dan CPL berikut. 

Tabel 4.2.  Matriks Keterkaitan CPL (SNDikti/KKNI) dengan komponen SKL (sikap, 
pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus). SKL adalah istilah dalam 
SNDikti sesungguhnya sama dengan CPL 

Kompetensi (SKL)* CPL-01 CPL-02 CPL-03 CPL-04 

Sikap (S)     

Pengetahuan (P)     

Keterampilan Umum (KU)     

Keterampilan Khusus (KK)     

*dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak harus dirinci pada CPMK 
 

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam kurikulum OBE (Outcome-Based 

Education) melalui beberapa langkah: 

1. Identifikasi Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL):  

Rumusan SKL yang dinyatakan dalam CPL terdiri dari aspek sikap, 

keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. 

2. Pengukuran Capaian Pembelajaran:  

Pengukuran capaian pembelajaran lulusan (CPL) dilakukan melalui berbagai 

metode, seperti pengukuran melalui aktivitas penugasan, ujian, dan bentuk lain 

yang sesuai. 
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3. Evaluasi Ketercapaian CPL: 

Evaluasi ketercapaian CPL dilakukan dengan melakukan pengukuran melalui 

aktivitas penugasan, ujian, dan bentuk lain yang sesuai. 

4. Pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):  

Setiap dosen pengampu wajib melakukan pengukuran CPMK dan melakukan 

evaluasi ketercapaian CPMK dalam bentuk laporan. 

5. Pengukuran Ketercapaian CPL dan CPMK:  

Ketercapaian CPMK digunakan oleh prodi untuk mengevaluasi ketercapaian 

CPL berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. 

6. Evaluasi Siklus 2 Tahunan:  

Siklus 2 tahunan digunakan untuk melakukan evaluasi dan penetapan tujuan 

pendidikan (PEO), capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan capaian 

pembelajaran mata kuliah (CPMK) bersamaan dengan proses penyusunan 

kurikulum. 

7. Evaluasi Siklus 1 Tahunan:  

Siklus 1 tahunan digunakan untuk melakukan evaluasi ketercapaian CPL dan 

CPMK dalam aktivitas OBE. 

8. Pengukuran Berdasarkan Panduan Kurikulum:  

Pengukuran capaian pembelajaran lulusan (CPL) dilakukan berdasarkan 

panduan kurikulum berbasis OBE/KKNI/SKKNI APTIKOM 2022. 

9. Pembuatan Profil Lulusan:  

Profil lulusan atau PEO (Program Educational Objectives) pada kurikulum OBE dibuat 

berdasarkan kebutuhan stakeholders sehingga lulusan mampu berkontribusi dalam 

peningkatan suatu organisasi atau masyarakat dengan menggunakan kemampuan 

nilai, pengetahuan, dan skill untuk menyelesaikan permasalahan nyata. 
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Identifikasi 
Rumusan Standar 

Kompetensi Lulusan 
(SKL)

Pengukuran 
Capaian 

Pembelajaran

Evaluasi 
Ketercapaian CPL

Pengukuran 
Capaian 

Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK)

Pengukuran 
Ketercapaian CPL 

dan CPMK

Evaluasi Siklus 2 
Tahunan

Evaluasi Siklus 1 
Tahunan

Pengukuran 
Berdasarkan 

Panduan Kurikulum

Pembuatan Profil 
Lulusan

Cara mengukur capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam kurikulum OBE (Outcome-

Based Education 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Hubungan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Hubungan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam 

kurikulum OBE (Outcome-Based Education) terdiri atas beberapa aspek: 

a. Pembentukan Mata Kuliah: Mata kuliah dibentuk sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan. CPMK (Capaian 

Pembelajaran Mata Kuliah) adalah rumusan kompetensi yang diharapkan 

dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah tersebut, yang digunakan untuk 

mendukung perkuliahan. 

b. Hubungan CPL dan CPMK: Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian 

pembelajaran mata kuliah (CPMK) berhubungan dengan profil lulusan, yang 

merupakan tujuan pendidikan yang diharapkan dari lulusan. CPL dan CPMK 

digunakan untuk mengatur dan mengaturkan proses pembelajaran, serta 

untuk mengukur kemampuan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. 

c. Kaitan CPL dan Matakuliah: Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang 

dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan 

program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan matakuliah. 

CPL-PRODI digunakan untuk menentukan rumusan kompetensi yang 

diharapkan dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.  
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d. Usulan sistem penilaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) mencakup 

kerangka hubungan antara nilai akhir (NA), CPL, CPMK, indikator performansi, 

serta instrumen pengukuran yang dipertimbangkan dalam studi ini. 

Dalam kurikulum OBE, hubungan Mata Kuliah dengan Capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) 

digunakan sebagai bahan untuk mengatur dan mengaturkan proses pembelajaran, 

serta untuk mengukur kemampuan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. 
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Tabel 4.3. Contoh Matriks perhitungan bobot CPL Prodi Magister Ilm Hukum USK 

No SMT 
 

KODE 
MATA KULIAH SKS CPL-A CPL-B CPL-C CPL-D Total 

1 2 MFHM1008 Filsafat Hukum 3 3    3 

2 2 MFHM1004 Sosiologi Hukum 2 2    2 

3 2 MFHM1010 Hukum Islam 3 3    3 

4 1 MFHM1005 Teori Hukum 3  3   3 

5 1 MFHM1001 Politik Hukum 2  2   2 

6 2 MFHM1002 Penemuan Hukum 2  2   2 

7 3 MFHM6031 Hukum Perusahaan dan Pembiayaan 2   2  2 

8 3 MFHM6027 Hukum dan Pembangunan Ekonomi 2   2  2 

9 1 MFHM1011 Metode Penelitian Hukum 3    3 3 

10 3 MFHMP003 Seminar Hasil Penelitian Tesis 3    3 3 

Total Bobot Sampel Asessment CPL 25 8 7 4 6 25 

Persentase Bobot Sampel Asesmen CPL  32 28 16 24 100% 

Hal-hal yang harus difokuskan pada pengukuran ketercapaian CPL: 

1. CPL dapat dicapai dari beberapa CPMK yang tersebar lebih dari satu matakuliah  
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2. CPMK mestinya tetap walaupun nama matakuliah berubah 

3. Keterkaitan CPL hendaknya tidak lebih dari 4 matakuliah untuk memudahkan perhitungan 

4. Jumlah CPMK per matakuliah hendaknya tidak lebih dari 5 walaupun dapat diperluas dengan sub-CPMK 

5. Pencapaian CPMK dalam satu matakuliah harus tersebar 100% dalam semua jenis asesmen dalam satu matakuliah. 

6. Nilai minimum mahasiswa > 50 dapat dianggap lulus pada CPMK tertentu 
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Contoh nilai CPL mahasiswa :  

NAMA : Efendi (nama contoh)  

NPM : 2403201010037  

No SMT KODE MATA KULIAH SKS CPL-A CPL-B CPL-C CPL-D 

1 2 MFHM1008 Filsafat Hukum 3 90    

2 2 MFHM1004 Sosiologi Hukum 2 85    

3 2 MFHM1010 Hukum Islam 3 90    

4 1 MFHM1005 Teori Hukum 3  85   

5 1 MFHM1001 Politik Hukum 2  90   

6 2 MFHM1002 Penemuan Hukum 2  85   

7 3 MFHM6031 Hukum Perusahaan dan Pembiayaan 2   90  

8 3 MFHM6027 Hukum dan Pembangunan Ekonomi 2   90  

9 1 MFHM1011 Metode Penelitian Hukum 3    87 

10 3 MFHMP003 Seminar Hasil Penelitian Tesis 3    88 

Nilai CPL  88 87 90 88 

Catatan : Perhitungan Nilai CPL berdasarkan bobot CPL MK terhadap bobot total CPL tersebut.  



 

56 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 
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Darussalam, Banda Aceh 23111 
Telepon/Fax. (0651)7410147, 7551781, Fax. 7551781 

Website : mih.usk.ac.id; Surel : mih.pps@usk.ac.id.  

 
 

Nama  : Efendi    Fakultas      : Hukum 
NPM  : 2403201010037  Program Studi      : Magister Ilmu Hukum 
Tempat Lahir : Banda Aceh   Program Pendidikan  : Pascasarjana 
Tanggal Lahir   : 31 Desember 2000                    Tanggal Lulus                  : 24 Maret 2024 
 
 

No. Kode Capaian Pembelajaran Nilai Kategori 
 

1 
CPL-A Mahasiswa memiliki sikap dan nilai religius, 

berkarakter, berdaya saing tinggi, mandiri, 
berkualitas dan inovatif untuk menerapkan 
konsep lawpreneur dalam aktivitas sehari-hari 

90 

 
Istimewa 

 
2 

CPL-B Mahasiswa memiliki kemampuan untuk  
menerapkan teori-teori hukum dalam 
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
berbasis penerapan penelitian hukum dan 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDG’s) 

85 

 
Sangat 

Baik 

 
3 

CPL-C Mahasiswa  memiliki pengetahuan untuk 
mampu berkompetisi di dunia kerja dan dunia 
usaha dan menjadi lawpreneur di lingkungan 
pemerintah serta mampu membangun 
kerjasama di tingkat lokal, nasional dan 
internasional 

90 

 
Istimewa 

 
4 

CPL-D Mahasiswa memiliki kompetensi hard skills dan 
soft skills di bidang hukum yang relevan dengan 
perkembangan IPTEK dan kebutuhan global 
yang berbasis pengalaman (experience based) 
serta dapat menjadi agent of change di bidang 
hukum 

85 

 
Sangat 

Baik 

 

Keterangan:    X ≥ 87 : Istimewa  
                       78 ≤ X < 87 : Sangat Baik 
                       69 ≤ X <78 : Baik  
                       60 ≤ X < 69 : Sedang 
                       51 ≤ X < 60 : Cukup 
                       41 ≤ X < 51 : Kurang 
     X < 41 : Sangat Kurang 

 
                       

Banda Aceh, 24 Maret 2024 
Koordinator, 
 
 

 

Prof. Dr. Efendi, S.H.,M.Si. 
NIP. 196712071993031002 
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Untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa yang diluluskan oleh Program 

Studi Magister Ilmu Hukum USK telah memenuhi semua Capaian Pembelajaran 

Lulusan yang ditetapkan, maka dilakukan langkah-langkah berikut:  

1. Program Studi menetapkan standar minimum kelulusan CPL dan target 

pemenuhan CPL, serta predikat kelulusan CPL (Istimewa, Sangat Baik, Baik, 

Sedang, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang). 

2. Program Studi memantau tingkat ketercapain CPL dari mahasiswa di setiap akhir 

tahun ajaran dan memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi mahasiswa yang 

pemenuhan CPLnya belum mencapai target yang ditetapkan. 

3. Program Studi mengeluarkan Transkrip CPL selain Transkrip Akademik bagi 

semua Lulusan pada saat  Yudisium. 

 

4.3 Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran dan Evaluasi Pemenuhan CPMK  

Monitoring pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pemenuhan CPMK 

(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) merupakan salah satu tahapan penting dalam 

mengukur kinerja dan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam kurikulum 

OBE (Outcome Based Education), monitoring dan evaluasi pembelajaran digunakan 

sebagai sarana untuk mengukur apakah pembelajaran sesuai dengan tujuan dan 

rumusan kompetensi yang ditetapkan. 

Monitoring dan evaluasi pembelajaran diperlukan untuk menjamin sistem 

berjalan dengan baik dan untuk mengetahui apakah yang diharapkan telah 

tercapai. Instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran, seperti Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan pembelajaran dan kinerja dosen. Monitoring dan evaluasi 

pembelajaran juga bertindak sebagai dasar kesiapan program studi dalam 

menyiapkan perangkat akreditasi. Dalam penerapan kurikulum OBE, CPMK 

digunakan sebagai rumusan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa, 

dan monitoring dan evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengukur apakah 

CPMK telah tercapai. 

Sistem penilaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) juga digunakan 

untuk mengukur kinerja pembelajaran dan mengidentifikasi kebutuhan 

pembelajaran lanjutan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran, 
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dosen dapat menganalisis dan mengubah strategi pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. Dalam kurikulum OBE, monitoring dan evaluasi 

pembelajaran merupakan langkah penting untuk mengukur kinerja pembelajaran 

dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran lanjutan. Instrumen monitoring dan 

evaluasi pembelajaran, seperti RPS, digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

pelaksanaan pembelajaran dan kinerja dosen, serta untuk mengetahui apakah 

CPMK telah tercapai. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang 

dijabarkan secara spesifik dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang 

dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 

materi pembelajaran mata kuliah tersebut. CPMK merupakan kemampuan akhir 

yang dapat diukur atau diamati, dan merupakan kemampuan akhir yang dapat 

diukur atau diamati pada mata kuliah tersebut. Cara mengukur CPMK melalui 

beberapa langkah: 

a. Pengukuran: Pengukuran CPMK dapat dilakukan melalui berbagai teknik, 

seperti ujian, penugasan terstruktur, belajar mandiri, analisis kasus, diskusi 

kelompok dan lain-lain.  

b. Bobot Penilaian: Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap 

setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat 

kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

c. Evaluasi: Evaluasi CPMK dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti 

ujian, penugasan terstruktur, belajar mandiri, analisis kasus, diskusi 

kelompok dan lain-lain.  

d. Pengukuran dan Penilaian: Pengukuran dan penilaian CPMK dapat 

dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti kunci jawaban, daftar periksa 

(check list), pedoman penilaian, atau rubrik. 

Dalam penerapan kurikulum OBE, CPMK digunakan sebagai rumusan 

kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa, dan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran digunakan untuk mengukur apakah CPMK telah tercapai. 

Monitoring pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pemenuhan CPMK 

dilakukan sebagai bagian dari siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) untuk menjamin 

terlaksananya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Monitoring 
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pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses 

pembelajaran, proses penilaian dan kehadiran dosen. Evaluasi pemenuhan CPMK 

ditekankan pada tingkat kelulusan setiap CPMK, nilai tertinggi, terendah dan rata-

rata mahasiswa. 

Monitoring pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pemenuhan CPMK  

dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Setiap dosen wajib membuat kontrak kuliah pada awal perkuliahan. 

2. Setiap dosen wajib melakukan presensi kuliah setiap kali melakukan 

perkuliahan serta mengisi lembar monitoring pelaksanaan perkuliahan 

mingguan. 

3. Dalam satu semester, dosen melakukan perkuliahan sebanyak 16 kali 

pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  

4. Setiap akhir semester mahasiswa melakukan penilaian kinerja dosen dengan 

cara mengisi kuisioner secara online.  

5. Setiap akhir semester, dosen wajib melakukan evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran dan pemenuhan capaian pembelajaran dengan cara mengisi 

portofolio yang disediakan oleh prodi. Dan hasilnya dilaporan ke prodi untuk 

dilakukan evaluasi di tingkat prodi. 

6. Koordinator prodi melakukan evaluasi jumlah kehadiran dosen, kesesuaian 

RPS dengan pelaksanaannya serta ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir.  
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Contoh evaluasi dan analisis Pemenuhan CPMK Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 

Evaluasi Pemenuhan CPMK Mata Kuliah Filsafat Hukum: 

Nama 
MHS 

Item Penilaian Nilai CPMK Nilai CPL 
Nilai Akhir Tugas

1 
Tugas

2 
Kuis 1 Kuis 2 UTS UAS CPL-A CPL-D CPL-F 

CPL-
A 

CPL-
D 

CPL-
F CPMK

1 
CPMK

2 
CPMK

3 
CMPK

4 
CPMK

1 
CPMK

2 
CPMK

3 
CPMK

4 
CPMK

1 
CPMK

2 
CPMK

3 
CPMK

4 
Angk

a Huru
f 

10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 15% 25.0% 20.0% 25.0% 30.0% 25% 45% 30% 100% 

Efendi 100 90 80 70 80 90 85 85 88.00 90 82 77.5 88 85.56 77.5 84 AB 

Ilyas 90 80 75 80 75 70 75 60 81.00 75 75 70 81 75.00 70 75 B 

Candra 50 60 75 80 45 45 70 55 47.00 52.5 73 67.5 47 63.89 67.5 61 BC 

Agus 89 56 45 60 60 70 80 70 71.60 63 59 65 71.6 60.78 65 65 BC 
Rata 
rata 

82.25 71.5 68.75 72.5 65 68.75 77.5 67.5 71.9 70.13 72.25 70 71.9 71.31 70 71.25 
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Analisa Pemenuhan CPMK:  

● Nilai kelulusan CPMK  pada mata kuliah x ditetapkan 51 dari skala 100, yang berarti 

bahwa pemahaman mahasiswa minimal yang ditargetkan adalah 51% dari 

pemahaman capaian pembelajaran keseluruhan. Dosen Pengampu menargetkan 

rata-rata nilai kelas untuk setiap CPMK adalah 60 dari 100 atau 60% dari 

pemahaman capaian pembelajaran.  

● Nilai rata-rata CPMK seluruh mahasiswa menunjukkan nilai > 60 atau diatas nilai 

target.  Namun, ada 2 mahasiswa (sekitar 33,33% dari total 6 mahasiswa) yang 

belum mampu memenuhi nilai CPMK minimal yang telah ditentukan yaitu CPMK 1 

dan CPMK 4 pada kolom nilai CPMK.  

● Nilai rata-rata CPL seluruh mahasiswa menunjukkan nilai > 60. Namun, ada 2 

mahasiswa yang memiliki nilai CPL dibawah nilai kelulusan yaitu pada CPL A dan F 

pada kolom nilai CPL. 

● Nilai akhir mahasiswa memiliki rata-rata 69.7.  

 

Pengendalian yang telah dilakukan 

Berdasarkan hasil capaian pembelajaran yang diperoleh maka dilakukan evaluasi lebih 

lanjut terhadap ketercapaian hasil pembelajaran mahasiswa. Observasi secara khusus 

dilakukan terhadap 2 mahasiswa  yang nilai CPMK masih dibawah target minimal. Dari 

hasil observasi ketahui bahwa kedua mahasiswa tersebut memiliki nilai UTS dan UAS 

yang rendah. Koordinator mata kuliah juga melakukan konfimasi mengenai tingkat 

kehadiran kedua mahasiswa tersebut dalam mengikuti perkuliahan. Untuk mencapai 

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, kendala utama yang dihadapi kedua 

mahasiswa tersebut adalah ketidak siapan dalam menghadapi ujian yang melibatkan 

desain dan perhitungan karena tidak membawa materi tabel termodinamika. 

Akibatnya, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik saat 

pelaksanaan ujian.  

 

Rencana Pengendalian di Masa Mendatang 

Untuk memaksimalkan perolehan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, maka 

beberapa strategi yang akan dilakukan adalah:: 

● Memperhatikan kondisi pembelajaran online setiap mahasiswa. Dosen disarankan 

memberikan alternatif metode pembelajaran lain sebagai solusi untuk mahasiswa 

yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran online. Latihan-latihan untuk soal 

desain dan perhitungan perlu diperbanyak diruang kelas.  

● Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengikuti ujian ulang (remedial) jika hasil 

ujian pertama masih dibawah target capaian yang ditetapkan. 

Asesmen dan evaluasi CPL dilaksanakan oleh Program Studi setiap akhir tahun ajaran 

untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian CPL oleh setiap mahasiswa per 

angkatan dan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan berkelanjutan proses 

pembelajaran di Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USK 
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BAB 5 

PENUTUP  

 

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukun USK Tahun 

2024-2028 sebagaimana yang terdapat dalam uraian dalam bab-bab terdahulu 

merupakan kurikulum        yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2024/2025. 

Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum sebelumnya sebagaimana yang 

terdapat dalam Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 

1524/UN11/KPT/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Buku Kurikulum Program 

Studi  Magister Ilmu Hukum Tahun 2021-2025 Fakultas Hukum Universitas Syiah 

Kuala. 

Buku kurikulum ini sepenuhnya merupakan pengembangan dari Panduan 

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2021-2025, dengan arah 

pengembangan disesuaikan dengan perkembangan revolusi industry 4.0 dan 

persiapan menghadapi revolusi industri 5.0., disamping itu juga merespon terjadinya 

perubahan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai akibat dari pembangunan.  
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